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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan:
Bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi ITukum Nasional dalam supremasi
hukum di Indonesia? Dan Bagaimana analisis figh siyasah terhadap kedudukan dan
kewenangan Komisi Hukum Nasional?

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (teks
reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu
mengambarkan secara utuh tentang Komisi Hukum Nasional yang kemudian
dianalisis dalam kerangka konsep ketatanegaraan Indonesia dan figh siyasah.

Dari hasil penelitian, penulis simpulkan bahwa kedudukan Komisi Hukum
Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 tahun 2000 tentang
Komisi Hukum Nasional adalah sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary
bodies, state auxiliary organs, atau state auxiliary institutions) yang sumber
kewenangannya murni berasal dari Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Sedangkan kewenangan dan eksistensi Komisi [Tukum Nasional dalam supremasi
hukum di Indonesia sangatlah urgen. Karena KHN merupakan satu-satunya lembaga
negara bantu yang berwenang membantu Presiden dengan bertindak sebagai panitia
pengarah (steering committee) dalam mendesain suatu rencana umum untuk
pembaharuan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa
keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada
hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika
globalisasi terhadap sistem hukum di Indonesia.

Dibentuknya Komisi ITukum Nasional sebagai lembaga negara bantu yang
mempunyai fungsi kepenasihatan (policy advisory), sesuai dan tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip kepenaschatan dalam figh siyasah yaitu prinsip syura
(konsultasi/ musyawarah) untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat seperti fungsi
yang dimiliki oleh A&/ al-T]alli wa al-‘Agdi dalam ketatanegaraan Islam.

Bagi pemerintah, eksistensi Komisi Hukum Nasional perlu segera dilakukan
pembenahan mengenai landasan yuridisnya. Keppres saja tidaklah cukup untuk
dijadikan landasan, karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh Presiden karena
dasar hukum pembentukannya masih lemah. Selanjutnya dalam rekomendasi-
rekomendasi KHN perlu adanya back up baik itu dari masyarakat terutama kalangan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif, karena tanpa itu KHN tidak akan memberikan
dampak yang signifikan terhadap reformasi di bidang hukum.

Akhirnya semoga hasil karya ini dapat menjadi sebuah inspirator dan
motifator bagi kalangan ulama', negarawan, politisi, akademisi, dan khalayak umum
untuk mengkaji ulang atau memperdalam konsep kenegaraan yang ditawarkan Islam.

Vi
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan
dambaan setiap warga negara, tanpa adanya kesewenang-wenangan dan
penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa negara. Oleh karena itu dalam setiap
negara menginginkan adanya pembagian kekuasaan schingga kesewenang-
wenangan penguasa dapat diminimalisir dan ditiadakan.

Masalah pembagian kekuasaan adalah masalah yang selaluv dihubungkan
dengan ajaran Montesquieu yang terkenal dengan sebutan 7Trias Politica.
Menurut Montesquieu kekuasaan (fungsi) di dalam negara itu dibagi ke dalam
kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan
undang-undang) dan yudikatif (mengadili atas pelanggaran-pelanggaran bagi
Undang-undang).'

Dalam ketatanegaraan yang lazim melakukan kekuasaan legislatif adalah
parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan kekuasaan eksekutif ada
pada Presiden atau Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, dan
kekuasaan Yudikatif dipegang oleh badan-badan kehakiman. Selanjutnya bahwa

di dalam ajaran Trias Politica itu terdapat suasana chiccks and balances di mana

' SF Marbun dan Moh.Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, h. 43



di dalam hubungan antarlembaga negara itu terdapat saling menguji karena
masing-masing lembaga tidak boleh melampui batas kckuasaan yang sudah
ditentukan atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri keckuasaannya
sehingga antar-lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan.”

Negara Indonesia adalah negara yang menganut konsep welfare state atau
negara kesejahteraan, yang mana tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga
malam dan tidak pasif tetapi harus berperan aktif dalam kegiatan masyarakat
sechingga kesejahteraan bagi semua rakyatnya tetap terjamin, dengan demikian
pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negara bukan hanya di
bidang politik tetapi juga sosial, ekonomi, sehingga kesewenang-wenangan
dengan golongan tertentu harus dicegah oleh pemerintah sehingga tugas
pemerintah diperluas mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan
maksud untuk menjamin kepentingan umum.’

Namun hal tersebut tidak dapat tercapai karena sebelum reformasi
bergulir kekuasaan lebih dominan dikendalikan oleh pihak eksekutif (presiden),
schingga peran legislatif dan yudikatif termaijinalkan. Peran legislatif dan

yudikatif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena banyaknya

intervensi dan control dari eksekutif sehingga mau tidak mau menuruti kehendak

2 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistern
Undang- Undang Dasar 1945, h. 31
*SF Marbun dan Moh.Mahfud MD, Pokok-Pokok h. 45



eksekutif daripada kehendak rakyat. Akhirnya hal tersebut menjadikan Indonesia
terpuruk dalam krisis multidimensional.

Krisis yang mendera Indonesia pada era 1990-an, telah menimbulkan
banyak persoalan pada berbagai aspek kehidupan baik itu dalam bidang ekonomi,
politik, sosial, budaya, dan hukum. Masyarakat menilai berbagai produk hukum,
penegakan dan penerapannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Penilaian
demikian telah mendorong masyarakat bersikap tidak menghormati, tidak
mempercayai bahkan mengabaikan hukum dan lembaga-lembaga hukum yang
ada. Atau dengan kata lain, hukum sudah tidak berwibawa lagi.*

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum ini discbabkan antara
lain karena masih banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas penyelesaiannya
secara hukum dan adanya pengabaian dan pelecehan terhadap hukum yang
sekaligus diakibatkan dan mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hukum.
Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa-masa terakhir ini sudah cukup
menunjukkan bahwa hukum dianggap tidak eksis, baik oleh anggota masyarakat
(misaln)-'a dengan tingginya jumlah aksi peradilan rakyat terhadap penjahat kelas
teri), maupun oleh lembaga hukum sendiri (yang membiarkan dan adakalanya

justru melakukan pelanggaran hukum).

3 KHN, Kilas Balik 6 Tahun Komisi Hukum Nasional, Menguak Misi KHN & Kincrjanya, h.



Akibat yang ditimbulkan dari banyaknya persoalan-persoalan yang
timbul dalam berbagai aspek kehidupan tersebut, timbul keinginan untuk
menegakkan supremasi hukum di Indonesia, dalam penegakan supremasi hukum
dibutuhkan kemauan yang kuat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang
terkait dengan hukum seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kasus
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan ganguan keamanan.

Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan supremasi hukum
tersebut adalah melakukan perubahan-perubahan, bahkan pembaharuan terhadap
berbagai aspek hukum. Program reformasi hukum, tidak bisa tidak harus
digulirkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat, dengan beban
terbesar diletakkan pada pundak para penyelenggara negara. Hal ini dipandang
sebagai konsekuensi logis pﬁnsip negara hukum. Karena negara Indonesia adalah
negara hukum,” maka reformasi hukum perlu direalisasikan sehingga semua
kekuasaan tunduk pada hukum.

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah
dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan UUD
1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih
demokratis. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak

empat kali.

5 Pasal | ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen ketiga



Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara
yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (cheks
a;ld balances), mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan
melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah
prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum.®

Pasca amandemen UUD 1945 menyebabkan berubahnya sistem
ketatanegaraan yang berlaku meliputi jenis dan jumlah lembaga negara, sistem
pemerintahan, sistem peradilan dan sistem perwakilannya. Sejalan dengan itu,
muncul lembaga-lembaga dalam bentuk komisi, untuk menjawab tuntuu;n
masyarakat. Pembentukan lembaga-lembaga yang berbentuk komisi ini sangat
pesat perkembangannya sepanjang reformasi.

Banyaknya tumbuh lembaga-lembaga dan komisi-komisi, ataupun
korporasi-korporasi yang bersifat independen tersebut’ menurut Jimly
Asshiddigie merupakan gejala yang mendunia, dalam arti tidak hanya di
Indonesia. Seperti dalam perkembangan di Inggris dan di Amerika Serikat,
lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu masih ada yang berada dalam ranah
kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independen dan berada di luar
wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Pada umumnya,
pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa

birokrasi di lingkungan pemerintah dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan

® Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945,h.1



kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat
dan diharapkan semakin efisien dan efektif.’

Jika dalam UUD 1945 hanya menentukan satu lembaga yang termasuk
auxiliary body, tetapi di luar UUD 1945 berkembang auxiliary body tanpa
kendali. Berdasarkan pendapat Asimov, komisi Negara dapat dibedakan dalam
dua kategori: pertama, komisi Negara independen, yaitu organ Negara (state
organs) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang
kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudisial, namun justru mempunyai fungsi
campur dari ketiganya. Kedua, komisi Negara biasa (state commissions), yaitu
komisi Negara yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif dan
tidak mempunyai peran yang terlalu penting.®

Di Indonesia saat ini sudah lebih dari 50-an lembaga Negara bantu
terbentuk. Jumlah ini di masa depan diprediksi akan semakin bertambah.
Pembentukan lembaga Negara bantu itu dilakukan menurut dasar hukum yang
berbeda. Ada yang berdasarkan UUD 1945, dan ada pula yang berdasarkan
Undang-undang, maupun berdasarkan Keppres. Dengan rincian komisi Negara
independen (independet regulatory agencies) sekitar 13 dan komisi Negara

eksekutif (executive branch agencies)yang jumlahnya sekitar 40 komisi.”

7 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, h.28
* Tutik, Pokok-Pokok, h.211
* Ibid. h.212



Kemunculan lembaga-lembaga semacam ini marak sejak jatuhnya
pemerintah Orde Baru. Di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, misalnya,
khusus bidang hukum ada empat lembaga yang terbentuk, yakni Komisi Hukum
Nasional (KHN), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN), dan Tim Gabungan
PemberantasanTindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Dua lembaga yang masih ada
hingga kini yakni KON dan KHN, sedangkan KPKPN dan TGPTPK teiah
dibubarkan.'®

Keberadan lembaga-lembaga ini belakangan menjadi populer ketika
banyak kalangan mulai mempertanyakan efektifitasnya khususnya dalarr_l
mendukung reformasi hukum. Sebagian kalangan memandang perlunya
mengaudit komisi-komisi tersebut dan meniadakan komisi-komisi yang tidak
efektif. Dalam kaitannya dengan upaya melakukan reformasi terhadap sistem
hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi
manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Dalam rangka upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin
tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia yang berdasarkan'
keadilan dan kebenaran tersebut, perlu melakukan pengkajian masalah-masalah

hukum dan penyusunan rencana pembaharuan di bidang hukum."’

" Ni'matu! Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, h.204
' Konsideran Keppres Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional.



Dalam konteks demikian, maka pada masa pemerintahan Abdurrahman
Wahid dibentuklah Komisi Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk melalui
keputusan Presiden No.15 tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional, Komisi
Hukum Nasional (KHN) merupakan salah satu state auxiliary yang dibentuk
pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden No.15 tahun 2000
tentang Komisi Hukum Nasional. KHN terdiri atas 6 (enam) orang anggota
(termasuk seorang ketua dan seorang sekretaris) dan dilantik oleh Wakil Presiden
RI pada tanggal 24 Februari 2000."

KHN dibentuk dengan tujuan mewujudkan sistem hukum nasional yang
bercirikan supremasi hukum dan hak-hak asgsi manusia, berdasarkan keadilan
dan kebenaran, serta mengemban dua tugas. Pertama, memberikan pendapat atas
permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukwn yang dibuat atau
direncanakan oleh pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang
berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional. Kedua,
membantu Presiden dengan bertindak sebagai panitia pengarah (steering
committee) dalam mendesain rencana umum pembaharuan di bidang hukum
yang sesuai dengan cita-cita Negara hukurﬁ dan rasa keadilan, dalam upaya
mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan

hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi terhadap sistem

C)

12 KHN, Kilas Balik, h.1



hukum di Indonesia."® Jadi dalan hal ini KHN merupakan suatu lembaga yang
berfungsi dalam hal kepenasehatan mengenai pelaksanaan hukum di Indonesia.
Menurut Hukum Tata Negara Islam, keberadaan lembaga penaschat
sangatlah penting. Hal ini merujuk kepada perintah Allah SWT dalam al-Qur’an
yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga penasehat, yaitu firman

Allah SWT dalam surah Ali ‘Imran ayat 104

- d e

T, . 2 4 -, £ 2 £
237 P2, . S 7 - L3 2 LR 4 2 2 -89 ” - <1,
JM‘&Q}@J_‘}&:}J‘}QE Q}J.AL.{,_;}.;-‘, ,lu&..bt\.nl&’./o . 9

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu scgolongan umatl yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S, Ali ‘Imran: 104)."

Juga dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad
:m‘b!’elu_,d.\lcémuladm, a\ﬁdlﬁo:):\:){hzfa “_ c“.m
Boaa Al (ia Poaa®d iyl WS 4 \.;S Wil PR e g b‘)\ﬁ}g ia g3

%S”‘Alﬂ oy:,b:e ‘JML”U‘J \° Oty Y_,

Artinya: sesungguhnya Allah rela atas kamu dalam tiga perkara:

Hendaknya kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan

sesuatu, hendaklah kamu sekalian berpegang teguh dengan tali (agama) Allah

dan jangan berpecah belah, dan hendaklah kamu sekalian saling menaschati
dengan orang yang diangkat Allah untuk memegang perkaramu (pemimpin).

Di sini menunjukkan akan pentingnya sebuah lembaga atau dalam bahasa
al-Qur’an “segolongan umat” yang menjalankan fungsi kepenaschatan, meskipun

dalam al-Qur’an tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari

3 Pasal 2 Keppres RI Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
“ Depag RI, A/ Qur’an dan Terjemahiannya, h. 79
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lembaga penasehat tersebut. Namun hal tersebut diperjelas dalam hadis Nabi
SAW yang menyebutkan bahwa kita hendaklah saling menasehati dengan
pemimpin. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kedudukan suatu lembaga
penasehat seperti Komisi Hukum Nasional dalam sebuah Negara hukum. Di
dalam figh siyasah para ulama menyebut lembaga yang memberi nasihat dan
pertimbangan kepada pemimpin sebagai Ah/ al-Halli wa al-‘Agdi, Abul A’la al-
Maududi menyebutkan Ah/ al-Halli wa al-‘Agdi sebagai lembaga penengah dan
pemberi fatwa, juga menyebut sebgai lembaga legislatif."®

Dalam prinsip Hukum Tata Negara Islam fungsi penasehat dan
pertimbangan pemerintah diemban oleh A/ al-Halli wa al-‘Aqdi. Ahl al-Halli
wa al-‘Aqdi selain berwenang mengangkat pemimpin pemerintah juga
berwenang untuk memberi nasihat kepada pemerintah demi kemaslahatan umat.
Fungsi pertimbangan dan penasehat terhadap pemerintahan dalam Islam dikemas
dalam bingkai amar ma’ruf nahi munkar. Selain prinsip amar ma’ruf nahi munkar
juga terdapat prinsip musyawarah untuk kemaslahatan sebagaimana surah asy-
Syura ayat 38:

/ 3 I L I
a5 w3 (5595 H.,,i, (AT ME ARSI lls

“ :. 15, 2 P <

B Osiin ¢53))

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan

Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

1> Abul A'la al-Maududi, The /slamic Law and Constitution, Diterjemhkan Oleh Asep Hidayat
dengan Judul Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, h.245
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musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang
Kami berikan kepada mereka. (Q.S, asy-Syura: 38)'6

Obyek pertimbangan dari Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi adalah tindakan dan
kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan Islam maupun kemaslahatan
umat, karena Islam juga mengatur kebijakan pemerintah yang baik adalah yang
sesuai dengan kemaslahatan umat yang dipimpinnya.

Dengan keberadaan Komisi Hukum Nasional yang mempunyai landasan
hukum Keppres nomor 15 tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional, yang
memiliki tugas dan wewenang dalam hal kepenasehatan, apakah sejalan dengan
prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh
kedudukan dan kewenangan Komisi Hukum Nasional dalam memberikan naschat
ditinjau menurut Figh Siyasah, yaitu AA! al-Halli wa al-‘Aqdi dalam
ketatanegaraan Islam, yang mempunyai salah satu tugas dalam memberikan
nasehat kepada pemimpin dalam pemerintahannya. Untuk itu penulis memilih
judul “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Komisi
Hukum Nasional (studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000

Tentang Komisi Hukum Nasional).

. Rumusan Masalah
Berdasarkan wuraian tersebut di atas maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

' Depag R1, A/ Qur'an dan Terjemahannya, h. 699
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1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Hukum Nasional dalam
supremasi hukum di Indonesia?
2. Bagaimana analisis figh siyasah terhadap kedudukan dan kewenangan

Komisi Hukum Nasional?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran
tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam
penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau
tulisan yang membahas mengenai analisis keputusan Presiden nomor 15 tahun
2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

Kajian tentang Komisi Hukum Nasional sebenarnya sudah pemah dibahas
dalam buku yang berjudul “kilas balik 6 tahun Komisi Hukum Nasional,
menguak misi KHN dan kinerjanya” oleh Komisi Hukum Nasional. Pembahasan
dalam buku tersebut lebih menekankan kepada kinerja KHN dalam masa 6 tahun
yang diantaranya menghasilkan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang cukup
signifikan terhadap reformasi hukum di Indonesia. Adapun rekomendasi-
rekomendasi tersebut terbagi dalam beberapa sektor antara lain rekomendasi
sektor eksekutif, sektor legislatif, sektor peradilan, dan sektor profesi hukum.

Penelitian yang pernah dilakukan adalah tcntang lembaga-lembaga

Negara pasca amandemen UUD 1945. Misalnya skripsi saudara Muhammad
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Qanit Amrullah yang berjudul “Komisi Yudisial dan penegakan hukum di
Indonesia (analisis yuridis terhadap pelaksanaan pasal 24 a dan b perubahan
ketiga UUD 1945)”. Skripsi ini membahas tentang Komisi Yudisial menurut
konstitusi, latar belakang dan tujuan Komisi Yudisial menurut UU No. 22 tahun
2004, serta peranan Komisi Yudisial dalam menciptakan good governance.
Penelitian ini menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan sebuah lembaga
yang mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi
Yudisial mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan
kehormatan martabat serta perilaku hakim.

Penelitian selanjutpya tentang lembaga Negara adalah skripsi saudara
Achmad Junaidi yang berjudul tinjauan terhadap Mahkamah Konstitusi serta
implikasinya terhadap proses demokratisasi di Indonesia menurut politik Islam
dan politik ketatanegaraan di Indonesia. Skripsi tersebut membahas tentang
konstitusi UUD 1945 sebelum amandemen yang mengandung banyak
kelemahan, salah satunya adalah tidak adanya mekanisme checks and balances.
Hal ini berakibat melumpuhkan kontrol yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan
yang berujung pada pelaksanaan yang otoriter. Kehadiran Mahkamah Konstitusi
setelah amandemen UUD 1945 dapat memberi fungsi kontrol pemerintah
terhadap konstitusi dasar Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru karcna bclum pernah

diteliti. Adapun buku yang diterbitkan olch KHN tersebut lcbih banyak
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4. Komisi Hukum Nasional : Lembaga non struktural yang bertanggung jawab
kepada Presiden, yang dibentuk dalam rangka
memberikan masukan yang obyektif mengenai
pelaksanaan hukum di Indonesia, serta untuk
memberikan saran-saran umum kepada Presiden
mengenai usaha menegakkanv kembali supremasi

hukum.?®

G. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi
segala data yang terkait, diantaranya:
1. Data yang Dikumpulkan
Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah:
a. Data yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Komisi Hukum
Nasional.
b. Data yang berkaitan dengan ketentuan A#A/ al-Halli wa al- ‘Aqdi mengenai
kedudukan dan fungsinya dalam ketatanegaraan Islam.
2. Sumber Data
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dihimpun dari
sumbernya yaitu:

a. Data primer yaitu:

% pasal | ayat 1 dan 2 Keppres RI No. 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional
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Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2000 tentang Komisi Hukum

Nasional.

b. Data sekunder

L.

Imam al-Mawardi, A/l-Ahkam As-Sultaniyyah, Diterjemhkan Oleh
Fadli Bahri dengan Judul Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
Dalam Syar’iat Islam,, Jakarta, Darul Falah, 2007

Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masé Transisi Demokrasi,
Yogyakarta, UII Press, 2007

KHN, Kilas Balik 6 Tahun Komisi Hukum Nasional, Menguak Misi

KHN dan Kinerjanya, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2006

. Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia

Pasca Amandemen UUD 1943, Jakarta, Cerdas Pustaka, 2008

Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi, cet. Ke-2, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Bagir Manan, dkk, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan

Presiden Secara Langsung, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi RI, 2006
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8. Ahm. Djazuli, Figih Sivasah, Implementasi Kemaslahatan Umat
Dalam Rambu-Rambu Syari’at, Bandung, Prenada Media, 2007

9. Abu al-A’la al-Maududi, 7he [Is/lamic Law and Constitution,
Diterjemhkan Oleh Asep Hidayat dengan Judul Hukum Dan
Konstitusi Sistem Politik Islam, Bandung, Mizan, 1995

10. Abdul Qodir  Jailani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam,
Surabaya, PT Bina Ilmu, 1995

11. Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran Scjarah Dan
Pemikiran, Jakarta, Ul Press, 1993 |

12. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran,
Jakarta, PT Raja Gravindo, 1994

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian

pustaka yaitu meneliti sumber-sumber pustaka yang ada kaitannya

dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi

ini menggunakan metode dokumenter yang sumber datanya terdiri dari

bahan-bahan primer dan sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam

bentuk bukuy, jurnal, maupun dalam bentuk lainnya yang representatif dan

relevan dengan penelitian ini.
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4. Teknik Pengolahan Data

a. Pengorganisasian data dengan cara menyusun dengan sistematis sesuai
dengan paparan yang sesuai dengan rencana sebelumnya dengan
melakukan perumusan deskripsi.

b. Editing, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi,
arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan dan semua catatan data
yang telah dihimpun.

c. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dan editing
dengan cara menggunakan kaidah-kaidak dan dalil sehingga diperoleh
suatu deskripsi terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode
deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan
memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun
fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang
dapat dipahami dengan jelas.

Dalaﬁx menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan adalah
pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu data yang diperoleh yang
bersifat umum yang dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih
khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini dimulai dengan mengemukakan

gambaran umum Komisi Hukum Nasional, kemudian mempecrhatikan
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permasalahan yang Kkhusus tentang kedudukan dan kewenangan Komisi
Hukum Nasional, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

menurut figh siyasah.

H. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab
akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah
dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhimya dapat dicapai sasaran yang
sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya
adalah sebagai berikut:

Bab1 : Bab ini adalah bagian pendahuluan yang membahas secara garis besar
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan benelitian, definisi operasional, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

BabIl : Pada bab ini dibahas tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan
lembaga kepenasehatan dalam Islam serta urgensinya dalam
ketatanegaraan Islam.

BabIll : Pembahasan mengenai gambaran umum tentang Komisi Hukum
Nasional meliputi latar belakang dan dasar hukum dibentuknya
Komisi Hukum Nasional, serta kedudukan dan kewenangannya dalam
supremasi hukum di Indonesia menurut Keputusan Presiden Nomor

15 tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.
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Merupakan analisis terhadap kedudukan dan kewenangan Komisi
Hukum Nasional melalui pendekatan analisis Keputusan Presiden

Nomor 15 tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

: Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai

jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. Serta saran-

saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.



BABII

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN LEMBAGA
KEPENASEHATAN DALAM KETATANEGARAAN ISLAM

. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam sistem kenegaraan, sulit untuk mengatakan bagaimana suatu
negara itu bisa dikatakan mempunyai sistem pemerintahan yang baik. Ada yang
mengatakan bahwa pemerintah yang baik itu manakala pemerintah itu dapat
memakmurkan rakyatnya. Sebagaimana dinyatakan J.J Rosseau, bahwa
pemerintah yang mutlak menganggap dirinya terbaik adalah pemerintah yang
dapat meningkatkan jumlah warganya serta melipatgandakannya, asalkan segala
sesuatunya sama, tanpa menggunakan peralatan ekstern apa pun, tanpa
menaturalisasi orang-orang asing dan tanpa menerima penduduk baru.’

Dengan asumsi yang dipaparkan J.J Rosseau tersebut yang menekankan
kepada uwrgenitas suatu warga negara, maka dari hal tersebut kita dapat
mengetahui bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam
bernegara. Namun dalam menjalankan kekuasaannya tersebut, rakyat tidak serta
merta langsung terlibat dalam pemerintahan, akan tetapi mereka memberikan

suatu wewenang kepada lembaga/ organisasi yang telah mereka /egitimasi untuk

' Sum ardjo, Kontrak Sosial J.J Rosscau, h. 73

22
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mewakili mereka yang tertuang dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah
amandemen.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 19‘4-5 (UUD RI 1945)
telah mengalami beberapa perubahan (amandemen). Perubahan pertama hingga
keempat yang dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga 2002 merupakan suatu
konsekuensi dari kegagalan UUD RI tahun 1945 schingga telah menjadikan
sistem ketatanegaraan RI mengalami berbagai perub.ahan yang amat mendasar.
Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa UUD 1945 sebagai
subsistem tatanan konstitusi, dalam realisasinya tidak sesuai dengan cita-cita
sebuah negara yang berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan
pemerintahan yang demokratis dengan checks and balances yang setara dan
seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, terwujudkan supremasi hukum dan
keadilan, serta terjaminnya hak asasi manusia.> Oleh karena itu perubahan UUD
1945 mengupayakan agar terwujudnya konstitusi yang demokratis. Secara
umum, konstitusi demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi
dalam kehidupan bernegara, yaitu:

Menempatkan nga negara sebagai sumber utama kedaulatan;
Mayoritas berkuasa dan tejaminnya hak minoritas;
Pembatasan pemerintahan;

Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:

a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan frias politika,

b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan;
c. Proscs hukum;

b S

2 Bagir Manan, dkk, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara
Langsung, h. 6-7
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d. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.?

Salah satu hasil dari perubahan UUD 1945 yang mendasar adalah
perubahan secara substansial format kelembagaan negara, terutama yang
menyangkut lembaga negara, tugas, wewenang, hubungan kerja dan mekanisme
kerja lembaga yang bersangkutan.4 Selain itu juga implikasi amandemen UUD
1945 mengakibatkan semua institusi pada lapisan supra struktur kenegaraan dan
pemerintahan harus ditata kembali. Demikian pula institusi publik di sektor
masyarakat (infrastruktur masyarakat) seperti partai politik, organisasi
kemasyarakatan dan organisasi non-pemerintah seperti yayasan dan perkumpulan
juga perlu ditata kembali. Bahkan, organisasi di sektor bisnis atau ekgnomi pasar
(market), seperti perseroan, koperasi, dan BUMN/ BUMD juga memerlukan

penataan kembali.’

1. Struktur Kelembagaan Negara
a. Struktur kelembagaan negara sebelum amandemen UUD 1945
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum amandemen UUD 1945,
struktur kelembagaan negara Indonesia mengenal adanya lembaga
tertinggi dan lembaga tinggi negara. Pada masa tersebut MPR (Majelis

Permusyawaratan Rakyat) sebagai lembaga tertinggi negara merupakan

3 Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewargaan (Civil Education):Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madanij, cet. ke-2, h. 95

* Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, h.21

5 Jimly Asshiddiqie, /mplikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional,
h. 22-23
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penjelmaan dari pemegang kedaulatan, yaitu seluruh rakyat Indonesia.
MPR kemudian mengangkat Presiden dan melimpahkan kewenangan
melaksanakan kehendak rakyat kepada Presiden yang dalam hal ini juga
disebut sebagai mandataris MPR.® Dalam melaksanakan tugasnya,
Presiden dibantu oleh menteri-menteri, dan dengan kata lain, Presiden
menyalurkan sebagian kekuasaannya kepada para menteri. Hal tersebut
sebagaimana tercantum dalam naskah penjelasan UUD 1945 sebelum
amandemen yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan tujuh sistem pokok
pemerintahan sebagai berikut:

1) Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechsstaat).

2) Sistem konstitusional.
3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan

Rakyat.

4) Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di
bawah Majelis.

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6) Menteri negara ialah pembantu Presiden; menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.’

Secara umum, fungsi dan wewenang lembaga tertinggi dan lembaga-
lembaga tinggi negara yang memegang tiga kekuasaan® diatur dalam
UUD 1945. selain lembaga-lembaga pemegang ketiga kekuasaan
pemerintahan, terdapat pula Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang

berfungsi sebagai badan penasehat pemerintah dan Badan Pemeriksa

% Kansil, C.S.T, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indoncsia, h. 188-189

7 Penjelasan umum UUD 1945 sebelum amandemen

* Menurut Montesquieu ada tiga kekuasaan yakni legislatif, cksekutif, dan yudikatif, (Sochino,
Ilmu Negara, h. 117)
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Keuangan (BPK) yang bertugas secara khusus untuk memeriksa tanggung
jawab keuangan negara.

Dengan demikian, yang termasuk lembaga-lembaga negara pada masa
UUD 1945 sebelum amandemen adalah MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK,
dan Mahkamah Agung (MA). Dalam struktur kelembagaan negara
menurut UUD 1945 sebelum amandemen tersebut, menempatkan MPR
sebagai lembaga tertinggi negara, sementara kelirha lembaga lainnya
adalah lembaga tinggi negara yang 'mana hirarki kelembagaannya adalah
di bawah MPR.

b. Struktur kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 telah menjadikan sistem ketatanegaraan
Indonesia mengalami berbagai perubahan yang amat mendasar terutama
dalam pembaharuan kelembagaan atau alat kelengkapan negara.

Terkait dengan reformasi struktur kelembagaan negara, dengan
demikian terdapat beberapa hal yang menjadi ciri baru negara Indonesia
yang ditegaskan pula melalui perubahan UUD 1945. Berdasarkan
ketentuan UUD 1945 pasca amandemen tersebut, maka tidék lagi dikenal |
pembagian dalam kelompok lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi

negara.” Selama ini, sebelum perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan

 Tutik, Pokok-Pokok, h.207
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yang berasal dari rakyat hanya diwujudkan dalam MPR." Selanjutnya
oleh MPR kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam
lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Sebaliknya,
kini setelah perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat tersebut
ditentukan dibagikan secara horizontal menjadi kekuasaan-kekuasaan
sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling
mengendalikan saﬁu sama lain berdasarkan mekanisme checks and
balances.

Terkait dengan alat kelengkapan negara tersebut, UUD 1945 pasca
amandemen secara eksplisit menyebutkan empat kekuasaan dan satu
lembaga negara bantu dengan delapan lembaga negara sebagai berikut:
Pertama, Kekuasaan Legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) yang tersusun atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD); Kedua, Kekuasaan Eksekutif, yaitu Presiden
dan Wakil Presiden; Ketiga, Kekuasaan Yudisial, meliputi Mahkamah
Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK); Keempat, Kekuasaan
Eks‘aminatif (inspektif), Vyaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
Kelima, lembaga negara bantu (the state auxiliary body), yaitu Komisi
Yudisial.'' Semua lembaga negara tersebut adalah lembaga negara yang

sccara cksplisit discbutkan keberadaannya dalam UUD 1945 pasca

10

Penjelasan umum UUD 1945 scbelum amandemen

" Tutik, Pokok-Pokok, h. 206



29

karena diberi kekuasaan oleh UUD, Undang-Undang, bahkan ada yang hanya

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Tentu saja hirarki kedudukannya

tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku'?

Di tingkat pusat, kita dapat mengklasifikasikannya dalam empat
tingkatan kelembagaan, yaitu:

a. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan
lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, dan Keputusan Presiden;

b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau
ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;

c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden,;

d. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan pejabat di bawah
Menteri. 4

Lembaga pada tingkat pertama yang lebih dikenal dengan lembaga
negara pada tingkat konstitusi misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah

Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangan lembaga

tingkat pertama ini diatur dalam UUD dan dirinci lagi dalam UU, selanjutnya

'3 Ni'matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, h. 83-84
" Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, h. 49
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pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden
sebagai pejabat administratif negara yang tertinggi.'5

Lembaga-lembaga tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk
berdasarkan undang-undang yang berarti sumber kewenangannya berasal dari
pembentuk undang-undang. Proses pemberian kewenangan kepada
lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal
tertentu melibatkan pula peran DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Karena
itu, pembubaran atau pengubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam
ini juga memerlukan keterlibatan DPR dan presiden. Jika pembentukannya
melibatkan peran DPD, maka pembubarannya juga harus melibatkan peran
DPD. Misalnya, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK),
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PPATK, Komnas Hak Asasi Manusia,
dan ﬁebagamya dibentuk berdasarkan undang-undang, dan karena itu tidak
dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut
undang-undangnya.16

Pada | tingkat ketiga adalah lembaga-lembaga yang sumber
kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga
pembentukannya sepenuhnya bersumber dari befeid Presiden ( presidential

policy). Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pcmbubarannya

'* Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi, h. 50
16 :
Ibid.
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tergantung kepada kebijakan presiden semata. Pengaturan mengenai
organisasi lembaga negara yang bersangkutan juga cukup dituangkan
dalam Peraturan Presiden yang bersifat regeling dan pengangkatan
anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden yang Dbersifat
beschikking."’

Yang lebih rendah lagi tingkatannya ialah lembaga yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Menteri. Atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik
berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggungjawabnya, dapat saja
dibentuk badan, dewan, lembaga, ataupun panitia-panitia yang sifatnya tidak
permanen dan bersifat spesifik.'®

Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan
bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 28 (dua puluh delapan)
subyek hukum kelembagaan atau subyek hukum tata negara dan tata usaha
negara yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Subyek-subyek hukum
kelembagaan itu dapat disebut sebagai organ-organ negara dalam arti luas.
Dari 28 organ atau subyek tersebut, tidak semua ditentukan dengan jelas

keberadaannya dan kewenangannya dalam UUD 1945."°

' 1bid. h.50-51
" fbid. h. 51
" Ni'matul Huda, Lembaga Negara, h.86-87
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Yang keberadaan dan kewenangannya ditentukan dengan tegas dalam
UUD 1945 hanya 23 organ atau 24 jabatan, yaitu: (1) Presiden dan Wakil
Presiden; (2) Wakil Presiden (dapat pula disebut tersendiri); (3) Menteri dan
Kementrian Negara; (4) Dewan Pertimbangan Presiden; (5) Pemerintah
Daerah Provinsi; (6) Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah; (7) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; (8) Pemerintah Daerah Kabupaten; (9)
Bupati Kepala Pemerintaha Daerah Kabupaten; (10) Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten; (11) Pemerintah Daerah Kota; (12) Walikota
Kepala Pemerintahan Daerah Kota; (13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota; (14) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); (15) Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR); (16) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); (17) Komisi
Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang oleh UU Pemilu dinamakan Komisi
Pemilihan Umum; (18) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (19) Mahkamah
Agung (MA); (20) Mahkamah Konstitusi (MK); (21) Komisi Yudisial (KY);
(22) Tentara Nasional Indonesia (TNI); (23) Kepolisian Negara Republik
Indonesia.® Jadi, pengertian lembaga-lembaga negara yang terkait dengan
kewenangan sedemikian banyak jumlahnya dan luas cakupan serta
jangkauannya.

Dari semuanya itu, kita dapat membedakan dengan tegas antara

kewcnangan organ necgara berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar

2 1bid h. 87
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(constitutionally entrusted power), dan kewenangan organ negara yang
berdasarkan perintah Undang-Undang (/egis/atively entrusted power), dan
organ negara yang kewenangannya berasal dari Keputusan Presiden belaka.
Contoh lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang, misalnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), dan lain-lain. Sedangkan contoh lembaga negara yang
kewenangannya berasal dari Keppres misalnya adalah Komisi Ombudsman
Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan sebagainya.”!

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui, b.ahwa kedudukan
dan peranan lembaga negara utama dan lembaga-lembaga yang melayani
adalah permanent institutions, sedangkan lembaga-lembaga yang melayani
(state auxiliary bodies) dapat tumbuh, berkembang, dan mungkin dirubah
atau dihapus. Hal ini tergantung dari situasi dan kondisi negara itu. Yang
perlu diperhatikan adalah dalam membentuk state auxiliary body, Presiden
atau pemerintah harus mempertimbangkan dan memperhatikan lembaga yang
sudah ada.?

Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, dapat diketahui bahwa
semua bentuk organisasi, badan, dewan, komisi, otorita, dan agencses yang

dikemukakan di atas tumbuh dengan pesat. Ketika ide pcmbaruan

2 1bid. h.88
2 Tutik, Pokok-Pokok, h. 216-217
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kelembagaan diterima sebagai pendapat umum, maka di semua lini dan
bidang, orang berusaha untuk menerapkan ide pembentukan lembaga dan
organisasi-organisasi baru itu dengan idealisme, yaitu untuk modemisasi dan
pembaruan menuju efisiensi dan efektifitas pelayanan. Akan tetapi, yang
menjadi masalah ialah, proses pembentukan lembaga-lembaga baru itu
tumbuh cepat tanpa didasarkan atas desain yang matang dan komprehensif.23
Jimly Asshiddigie mengemukakan bahwa timbulnya ide demi ide
bersifat sangat reaktif, sektoral, dan bersifat dadakan, tetapi dibungkus oleh
idealisme dan heroisme yang tinggi. Ide pembaruan yang menyertai
pembentukan lembaga—lembaga baru itu pada umumnya didasarkan atas
dorongan untuk mewujudkan idenya sesegera mungkin karena adanya
momentum politik yang lebih memberi kesempatan untuk dilakukannya
demokratisasi di segala bidang. Oleh karena itu, trend pembentukan
lembaga-lembaga baru itu tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan,
sechingga jumlahnya banyak sekali, tanpa disertai oleh penciutan peran
birokrasi yang besar.2*
| Dengan perkataan lain, pengalaman praktek di berbagai negara
menunjukkan bahwa tanpa adanya desain yang matang dan menyeluruh

mengenai kebutuhan akan pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut,

2 Jimly Asshiddiqie, Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1943, mimeo,
h. 9
™ Ibid. h. 10
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yang akan dihasilkan bukanlah efisiensi tetapi inefisien, karena
meningkatkan beban anggaran negara dan menambah jumlah personil
pemerintah menjadi semakin banyak. Kadang-kadang ada pula lembaga yang
dibentuk dengan maksud hanya bersifat ad hoc untuk masa waktu tertentu.
Akan tetapi, karena banyak jumlahnya, sampai waktunya habis, lembaganya
tidak atau belum juga dibubarkan, sementara para pengurusnya terus menerus
digaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Hal tersebut juga berimbas pada fungsi-fungsi antar lembaga-lembaga
negara itu sendiri dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan
umum (public services). Apalagi negara yang menerapkannya dipimpin oleh
mereka yang menurut Jimly Asshiddigie mengidap penyakit inferiority
complex, yakni penyakit yang mudah kagum dan meniru begitu saja apa-apa
yang berasal dari negara maju tanpa adanya kesiapan sosial-budaya dan
kerangka kelembagaan dari masyarakatnya untuk menerapkan ide-ide mulia

dari negara maju yang dicontohnya tersebut.”

. Komisi-Komisi Negara
Setelah proses amandemen UUD 1945 yang pertama sampai dengan

keempat digulirkan, hal tersebut menycbabkan berubahnya sistem

B Jimly Asshiddiqie, Pengantar lmu Hukum Tata Negara Jilid Il h. 83
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ketatanegaraan yang berlaku meliputi jenis dan jumlah lembaga negara,
sistem pemerintahan, sistem peradilan, dan sistem perwakilan.

Selaras dengan itu, banyak muncul lembaga-lembaga dalam bentuk
komisi yang dilakukan atas pertimbangan dalam menjawab tuntutan
masyarakat. Pembentukan lembaga-lembaga yang berbentuk komisi ini
sangat pesat perkembangannya sepanjang reformasi. Lembaga-lembaga
tersebut merupakan badan khusus untuk menjalankan fungsi tertentu dan
selalu diidealkan bersifat independen. Menurut Jimly Asshiddigie, bahwa
independensi lembaga-lembaga negara sangat diperlukan untuk kepentingan
menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif.

Pembentukan lembaga-lembaga komisi menjadi suatu hal yang lazim
dan banyak terjadi di negara-negara lain, sekalipun dengan konteks dan latar
belakang yang berbeda-beda. Fenomena kemunculan lembaga-lembaga
tersebut, menarik untuk dikaji.

Banyak tumbuh lembaga- lembaga dan komisi-komisi, ataupun
korporasi-korporasi yang bersifat independen tersebut menurut Jimly
Asshiddigie,”® merupakan gejala yang mendunia, dalam arti tidak hanya di
Indonesia. Seperti dalam perkembangan di Inggris dan Amerika Serikat,
lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu masih ada yang berada dalam ranah

kckuasaan cksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independen dan berada di

%) imly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi, h. 28-29
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luar wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independen
dan berada di luar wilayah eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Pada
umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh
kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat
lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar
mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.

Kebobrokan birokrasi, di samping dinilai tidak efisien untuk
kepentingan pelayanan umum (public service), juga dinilai cenderung korup,
tertutup, dan tidak lagi mampu menampung aspirasi rakyat yang terus
berkembang. Dinamika tuntutan demokrasi, hak-hak warga negara, dan
tuntutan akan partisipasi terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu,
doktrin pembatasan dan pemisahan kekuasaan yang memang sudah dikenal
sebelumnya, diperluas pengertiannya sehingga corak bangunan organisasi
negara diidealkan agar semakin terdekonsentrasi dan terdesentralisasi. Itu
sebabnya di mana-mana organisasi negara mengalami perubahan drastis.
Bentuk organisasi pemerintahan yang semula didominasi oleh bangunan
struktur departemen pemerintahan, sekarang banyak diisi oleh bentuk-bentuk
dewan dan komisi-komisi.

Dalam kerangka berpikir di atas, kehadiran lembaga-lembaga
sampiran negara merupakan bagian dari desain kelembagaan ncgara yang

bertumpu pada prinsip pemencaran kekuasaan. Scbuah pilihan yang boleh
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jadi merupakan reaksi terhadap politik Orde Baru: otoritarianisme,
sentralistik, dan uniformitas. Hal tersebut entah dilakukan secara sadar atau

tidak, tapi yang pasti di dalamnya terdapat implikasi-implikasi yang sangat

serius.?’

Dalam kasus Indonesia, pembentukan lembaga-lembaga negara baru
yang bersifat independen dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

a. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat asumsi
(dan bukti) mengenai korupsi yang sistemik dan mengakar, serta sulit
diberantas;

b. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu atau
lain halnya tunduk di bawah pengaruh satu kekuvasaan negara atau
kekuasaan lain;

c. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk
melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi
demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN;

d. Pengaruh global, dengan pembentukan yang dinamakan auxiliary state
agency atau watchdog institutions di banyak negara yang berada dalam
situasi menuju demokrasi telah menjadi suatu kebutuhan bahkan suatu
keharusan sebagai alternatif dari lembaga-lembaga yang ada yang
mungkin menjadi bagian dari sistem yang harus direformasi; dan

e. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat
untuk mamasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi
sebagai satu-satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada di
bawah kekuasaan yang otoriter.

Pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut tidak hanya sekedar
dibentuk untuk menanggapi carut marutnya keadaan yang ada, akan tetapi
harus mempunyai landasan dan tujuan yang kuat schingga keberadaannya

bermanfaat bagi kepentingan publik dan bagi penataan sistem ketatanegaraan

27 Ni'matul Huda, Lembaga Negara, h. 200-201
™ [bid. h. 201-202
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pada khususnya. Aspek kuantitas lembaga-lembaga tersebut bukanlah
masalah, asalkan mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut.”

Pertama, penegasan prinsip konstitualisme. Konstitualisme adalah
gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan atau
lembaga pemerintahan yang ada dibatasi. Pembatasan tersebut dapat
diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme atau prosedur yang tetap.
Untuk itu, pembentukan lembaga-lembaga negara tidak lain bertujuan
menegaskan dan memperkuat prinsip-prinsip konstitualisme sehingga hak-
hak dasar warga negara seperti hak asasi manusia dan lainnya semakin
terjamin dan demokrasi dapat terjaga.*®

Kedua, prinsip checks and balances. Prinsip ini sangat diperlukan bagi
negara demokrasi karena sudah kita ketahui bahwa banyaknya penyimpangan
di masa lalu, salah satunya disebabkan ketiadaan mekanisme checks and
balances dari ketiga kekuasaan dalam sistem bernegara. Supremasi MPR dan
dominasi kekuatan eksekutif dalam praktik di masa lalu telah menghambat
proses pertumbuhan demokrasi secara sehat. Ketiadaan mekanisme saling
kontrol antar cabang kekuasaan menyebabkan pemerintahan dijalankan
secara totaliter dan terpusatnya kekuasaan pada eksekutif. Prinsip checks and
balances menjadi roh bagi pembangunan demokrasi. Untuk itu, pembentukan

organ-organ kelembagaan negara harus bertolak pada kerangka dasar sistem

Y Ibid, h. 202
3 1bid.
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UUD 1945 yang mengarah ke separation of power dan distribution of power
untuk menciptakan mekanisme checks and balances.”’

Ketiga, prinsip integrasi. Pada dasarnya, konsep kelembagaan negara
selain harus memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas juga harus
membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsi-
fungsi negara dalam sistem pemerintahan secara aktual. Pembentukan
lembaga negara tidak bisa dilakukan secara parsial atau tersendiri, namun
keberadaannya harus dikaitkan dengan lembaga-lembaga lain yang telah ada
dan eksis. Pembentukan lembaga-lembaga negara harus disusun sedemikian
rupa sehingga menjadi satu kesatuan proses yang saling mengisi dan
memperkuat. Apabila pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut tidak
integral, maka akan dipastikan akan mengakibatkan tumpang tindihnya
kewenangan dan fungsi antar lembaga yang ada schingga akan
mengakibatkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan.3 2

Keempat, prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Tujuan pembentukan
negara pada dasamya harus mempunyai manfaat bagi warganya seperti
terpenuhinya kesejahteraan warganya dan terjaminnya hak-hak dasar yang
dijamin dalam konstitusi. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan dan
pembentukan lembaga-lembaga politik dan hukum harus mengacu kepada

prinsip pemerintahan. Keduanya harus dijalankan untuk kepentingan umum

3N Ibid,
2 Ibid,
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dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap memelihara hak-hak
individu warga negara.®

Sebagaimana pendapatnya Asimov, menyebutkan bahwa komisi
negara secara garis besar dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pertama,
komisi negara independen yaitu organ negara yang diidealkan independen
dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun
yudisial, namun justru mcmpunyai fungsi campur dari ketiganya; kcdua,
komisi negara biasa yaitu komisi negara yang merupakan bagian dari cabang
kekuasaan eksekutif, dan tidak mempunyai peran yang terlalu penting.**

Munculnya lembaga-lembaga semacam ini menjamur sejak jatuhnya
pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid, khusus di bidang hukum saja ada empat lembaga yang dibentuk,
yakni Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman Nasional
(KON), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN), dan
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Dua
lembaga yang masih ada hingga kini yakni KON dan KHN, sedangkan
KPKPN dan TGPTPK telah dileburkan ke lembaga lain atau dibubarkan.*

Hingga saat ini jumlah lembaga negara yang berbentuk komisi yang

sudah ada dasar hukumnya mencapai sekitar lebih dari 15 buah, dengan dasar

¥ Ibid,
“ Tutik, Pokok-Pokok, h.211-212
% Ni*matul Huda, Lembaga Negara, h. 204
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hukum pembentukan yang berbeda-beda. Ada yang dasar hukum
pembentukannya diatur dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang,
Keputusan Presiden, dan Peraturan Presiden. Adapun komisi-komisi tersebut
diantaranya adalah Komisi Yudisial (KY), Komisi Hukum Nasional (KHN),
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Kommnas HAM), Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi
Konstitusi (KK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemeriksa
Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR), Komisi Kejaksaan (KK), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).3 6

Disinyalir beragamnya komisi negara telah menyebabkan tumpang
tindih satu sama lain dalam hal kewenangan, fungsi, dan perannya. Di
samping itu, timbulnya inflasi komisi juga berakibat terjadinya inflasi beban
APBN, untuk itu perlu pengkajian ulang terhadap keberadaan lembaga-
lembaga atau komisi-komisi tersebut. Untuk itu semua institusi pada lapisan
supra struktur kenegaraan dan pemerintahan harus ditata kembali. Upaya
penataan itu mencakup kelembagaan di ranah eksekutif, legislatif, yudikatif,

dan bahkan wilayah-wilayah campuran atau yang disebut dcngan badan-

% Ibid.
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Negara Islam merupakan sistem pemerintahan yang unik yang tidak
bisa disamakan dengan bentuk pemerintahan yang berkembang dewasa ini.
Meskipun terdapat karakteristik yang sama. Negara Islam merupakan bentuk
negara yang berlandaskan akidah Islamiyah. Sebuah sistem pemerintahan
yang tidak bisa dibatasi dengan wilayah, bahasa, maupun lainnya. Negara
Islam disatukan hanya dengan akidah, dimanapun tempatnya setiap warga
yang mengaku muslim merupakan bagian dari negara Islam. Jadi bentuk

negara Islam bersifat lintas regional dan mendunia.*®

. Pemerintahan Islam

Sistem Pemerintahan Islam yang pertama kali tergambar ketika
dipraktekkan oleh Rasulullah sendiri yakni ketika menjadikan Madinah
sebagai tujuan hijrah beliau. Di Madinah Rasulullah menciptakan kekuatan
sosial-politik yakni dengan terbentuknya Piagam Madinah yang isinya tidak
hanya mementingkan umat Islam, namun juga mengakomodir seluruh suku
dan agama yang ada. Secara teori kenegaraan dengan adanya Piagam
Madinah, maka dapat dikatakan bahwa negara Madinah merupakan negara
yang pertama kali didirikan oleh Islam. Karena secara teori telah memenuhi
syarat-syarat pokok pendirian suatu negara yaitu adanya wilayah, rakyat,

pemerintah, dan adanya undang-undang dasar.”’

™ Ibid. h. 17
% Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontckstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 33
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Dalam praktik yang dijalankan Rasulullah, pemerintahan tidak
dijalankan terpusat di tangan beliau, tetapi dilakukan secara musyawarah.
Misalnya dalam mengambil suatu keputusan, dalam beberapa kasus Nabi
melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka dan anggota masyarakat, dan
hal ini dijadikan tauladan oleh pemerintahan selanjutnya yakni ketika
pemerintahan dipegang oleh Khulafa al-Rasyidin.*’

Tidak dapat dipungkiri bahwa semasa pemerintahan Islam, ketika
pemerintahan dipegang oleh para Khulafa al-Rasyidin. Mereka juga
melaksanakan pembagian/ pemisahan kekuasaan untuk menegakkan prinsip-
prinsip syura serta terciptanya demokrasi. Secara garis besarnya kekuasaan
tersebut dipisaly/ dibagi menjadi beberapa bidang yakni:

1. Ulil Amri;

Merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang syariah atau
dengan kata lain sebagai pelaksana (eksekutif)

2. Qadi Syuraih,
Berwenang dalam melaksanakan proses peradilan.

3. Majelis Syura;
Merupakan lembaga parlemen tempat para tokoh-tokoh masyarakaf
dalam bermusyawarah demi kesejahteraan masyarakat.

4. Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi

W 1bid. b. 38
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Dalam hal ini Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi ditempatkan sebagai dewan

pertimbangan.*!

C. Abl al-Halli wa al-‘Aqdi
Proses pengambilan keputusan dalam budaya politik merupakan
persoalan yang sangat penting, yang pada dasarnya merupakan proses sosial
dalam rangka menetapkan masalah atau problem yang perlu dipecahkan dan
menentukan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian masalah yang akan

2 Islam memberikan arahan agar seorang pemimpin dalam

diterapkan.*
pengambilan keputusan yang berdampak sosial agar dilakukan musyawarah
(konsultasi) dengan pihak yang berkompeten dalam masalah tersebut. Para pakar
Islam menyebut pihak-pihak yang bertindak sebagai konsultan dan penaschat

mengenai masalah tersebut adalah Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi.

1. Pengertian Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi
Secara etimologi AA/ al-Halli wa al-‘Aqdi adalah orang yang dapat
memutuskan dan mengikat. Mengacu dari arti tersebut, Sebagian ahli figh
siyasah memberi pengertian bahwa Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi adalah orang
yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas

nama umat (warga negara). Dengan kata lain, AA/ al-Halli wa al- ‘Aqdi adalah

*' Inu Kencana Syafi’ie, //mu Pemerintahan dan al-Qur'an, h.101
2 Suyoto, dkk, al-Islam 11, h. 106
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pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”. Sejalan dengan
~ pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura
yang menghimpun Ah/ asy-Syura merupakan sarana yang digunakan rakyat
atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan
dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak
untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mercka
angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang

mereka inginkan.*’

2. Kedudukan Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi
Kedudukan Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi sebagai lembaga syura dalam
negara Islam dianggap begitu penting, karena memang dari ajaran Islam
sendiri terdapat perintah agar persoalan-persoalan kaum muslimin
diselesaikan melalui syura. Ada dua ayat al-Qur’an yang dijadikan dasar
untuk menyatakan perintah tersebut yaitu surah Ali ‘Imran ayat 159 dan

surat asy-Syura ayat 38:

> a2 4 7 2z To2s s :’:,’,',&,;'/ G2 o o _ -3
w!@ﬁ%ﬂi@@&}, (,.GJ.;,.-.J,fulof:}v)LQ?s

- < - > - /&‘ £ v s - - > -’ N J,B

Je USylae 15 (;v|@;,»3,u3;l;;a;.:|3;4;q;u ¢1§}>

Artinya: Maka berkat rahmat Allah cngkau berlaku lecmah lembut
terhadap mereka. sekiranya engkau bersikap kcras dan berhati kasar, tentulah

¥ Ibid h. 138
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mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu ma'afkanlah mereka dan
mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, Maka
bertawakallah kepada Allah. Sun§guh Allah mencintai orang yang
bertawakkal. (Q.S, Ali ‘Imran : 159).°

L3 i (S5 r»,i, FOATRIMH A I Aial Cnlls

— ;. . 4 2 P e
O34 o485

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarah antara mereka; dan mereka mengmfakkan sebaglan dari rezeki
yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S, asy-Syura: 38)°!

Dalam surat Ali ‘Imran itu merupakan perintah kepada Nabi
Muhammad untuk berpegang kepadanya. Karena itu beliau tetap melakukan
musyawarah meskipun dalam keadaan kritis. Kalau Nabi sebagai orang yang
maksum diperintahkan untuk bermusyawarah dalam masalah urusan umat,
maka bagi umatnya dan umat yang lain sebagai manusia biasa yang tidak
maksum lebih-lebih lagi harus melakukannya.

Dapat dibayangkan apabila lembaga syura (Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi)
tidak ada, maka musyawarah tidak berjalan dalam sebuah negara. Sehingga
bila ada pihak-pihak tertentu yang tidak puas terhadap tindakan penguasanya
maka jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah membangkang terhadap

ketentuan tersebut atau bahkan memberontak terhadap pemerintah yang sah.

Paling tidak bagi yang merasa tidak mampu mclawan, maka mereka akan

* Depag R1, A/ Qur’an dan Terjemahannya, h. 90
' Ibid. h. 699
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bersikap fatalis (anarkis) dan tidak berpartisipasi dalam gerak pembangunan
yang dikehendaki, dan karenanya pembangunan itu sendiri akan
mengakibatkan terisolir dari masyarakat. Bahkan sangat mungkin
pembangunan itu sendiri akan terjadi ketimpangan-ketimpangan karena tidak
berdasarkan musyawarah dan kontrol bersama.*

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi
pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyyah di Spanyol.
Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk majelis ini yang
beranggotakan pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat.
Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah
sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah
yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu
khalifah melaksanakan pemerintahan negara.>

Oleh karena Ah/ al-Halli wa al- ‘Aqdi merupakan lembaga yang urgen
bagi negara Islam, maka calon anggotanya juga merupakan orang-orang
pilihan. Al-Mawardi memberikan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh calon
anggota ini yaitu:

a. Adil dengan scgala syarat-syaratnya;

b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi
imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal;

2 Amiruddin M. Hasbi, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, h. 127
** Muhammad Iqbal, Figh Siyasah, h. 142



c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa
yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif, serta paling ahli
dalam mengelola semua kepentingan.54

Abu al-A’la al-Maududi juga memberikan tiga syarat yang hampir

sama dengan al-Mawardi yaitu: a) lurus moral; b) taat kepada Islam; c)

berpengetahuan hukum dan arif dalam berpendapat dan memilih. Selain itu

al-Baghdadi menyebutkan dua kualitas yakni: mampu melaksanakan ijtihad,

dan saleh.”

3. Fungsi dan Kewenangan Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi

Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi merupakan lembaga yang berdasarkan
terminologi disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa atau
penasihat.”® Kehadirannya sangat penting untuk menegakkan sistem Islam,
karena lembaga musyawarah ini merupakan sendi pokok sistem pemerintahan
juga sebagai badan kontrol negara.

Karena yang menetapkan syariat sebenamnya hanyalah wewenang
Allah, maka fungsi dan wewenang Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi hanya sebatas
menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam yaitu al-Qur’an dan
sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.
Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga tersebut

harus mengikuti ketentuan kedua sumber Islam tersebut. Oleh karcna itu,

54 Imam al-Mawardi , Al-Ahkam As-Sultaniyyah, h.3

55 Mumtas Ahmad, Stare, Politics, and Islam, Diterjemhkan Oleh Ena Hadi dengan Judul
Masalah-Masalah Teori Politik Islam, h. 90

% Abii al-A’la al-Maududi, The Is/amic Law and Constitution, h.245
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Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi mempunyai dua fungsi yaitu pertama, mengeluarkan

undang-undang yang berdasarkan ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan sunnah.

Kedua, melakukan ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang secara

tegas tidak dijelaskan oleh nash.*’

Pada masa Nabi Muhammad, AhA/ al-Halli wa al-‘Aqdi adalah para
sahabat, mereka diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan
lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.”® Begitu pula pada masa
Khulafa’ ar-Rasyidin polanya tidak jauh dan berbeda pada masa Nabi.

Dalam kerangka yang lebih sistematis, A. Djazuli berdasarkan pada
pemikiran beberapa ulama mengklasifikasikan fungsi dan wewenang AA/ al-
Halli wa al-‘Aqdi sebagai berikut:

a. Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang
mempunyai wewenang untuk memilih dan membai’at imam;

b. Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kchidupan
masyarakat kepada yang maslahat;

c. Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi mempunyai wewenang membuat undang-undang
yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur
secara tegas oleh al-Qur’an dan Hadis;

d. Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi adalah tempat konsultasi imam di dalam
menentukan kebijakannya;

e. Ahl al-Halli wa al-‘Agdi mempunyai wewenang mengawasi jalannya
pemerintahan.59

Intisari dari salah satu fungsi dan wewenang di atas adalah

berperannya Akl al-Halli wa al-‘Aqdi scbagai lembaga yang memberikan

57 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, h.162-163

* Suyuti Pulungan, Figh Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran, h. 70

%% A. Djazuli, Figih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariat,
h. 76
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naschat dan masukan terhadap pemimpin. Hal ini sesuai dengan prinsip yang

terkandung dalam surah al-‘ Asr ayat 3:

@ 42l 135155 30 1ol s il 1 Les 1,200 2T )

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati
untuk kesabaran (Q.S, Al-‘Asr : 3).%

Juga dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad
u-i t—l 0, - .\;& ‘w" m I -]’.‘wﬁ' ‘f‘ o235 Axi.’ﬁ;““'
J elu.} d..:l:.. A u.La A T Py U\' Ja B'JB:)A w‘ e 4.::_5 -.!\4'
A1 Ty Fohaaad 1y Uik 4y & 58 Yy 5503 1« u;uesxg;ays;m
;:S”‘.ﬁs‘oy‘ - "‘JML"‘U‘J‘ ““YJG:AA';

Artinya: sesungguhnya Allah rela atas kamu dalam tiga perkara:
Hendaknya kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan
sesuatu, hendaklah kamu sekalian berpegang teguh dengan tali (agama) Allah

dan jangan berpecah belah, dan hendaklah kamu sekalian saling menasehati
dengan orang yang diangkat Allah untuk memegang perkaramu (pemimpin).

Adapun nasihat yang diberikan terhadap pemimpin, tergantung
pemimpin tersebut menerima tidaknya. Ada sebagian pendapat ulama’ yang
berpendapat bahwa lembaga syura (AA/ al-Halli wa al-‘Aqdi) hanya sekedar
memberi masukan dan bukan sebagai badan yang menetapkan. Pemimpin
bisa meminta pertimbangan atau nasihat, tetapi imam (pemimpin) tidak
diwajibkan mengikuti atau tunduk terhadap nasihat yang dihasilkan.
Pandangan ini, yang menganggap Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi bersifat

konsultatif dan opsional.’'

Depag Rl, Al Qur’an dan Terjemahannya, h. 913
! Mumtas Ahmad, State, Politics, and Islam. h. 105
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Meskipun keputusan yang dihasilkan AA/ al-Halli wa al-‘Aqdi pada
umumnya diambil atas dasar suara terbanyak, dengan catatan bahwa menurut
Islam banyaknya suara bukan ukuran kebenaran, kepala negara tidak wajib
mengikuti pendapat Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi yang didukung oleh suara
terbanyak. Malahan dia dapat mengambil pendapat yang didukung oleh
kelompok kecil dalam majelis, atau bahkan tidak menghiraukan sama sekali
pendapat-pendapat majelis. Tetapi Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi tetap wajib
mengawasi dengan jeli kebijaksanaan kepala negara, dan kalau ternyata
dalam memerintah dia lebih mementingkan hawa nafsunya, maka mereka
berhak memcc:atnya.62

Dalam hal-hal yang tidak ada nash pasti dalam al-Qur’an dan sunnah,
Kepala negara sebagai pemimpin diharuskan meminta pendapat (nasihat)
dengan para ulama atau Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi dan sebaliknya para ulama
atau Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi diwajibkan memberi pendapat dan
bermusyawarah dengan kepala negara.“

Menurut Ibn Taimiyah, Islam tidak hanya memandang konsultasi
sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan, tetapi merupakan sebuah
tugas keagamaan. Bahkan beliau menghendaki seorang pemimpin seharusnya
tidak hanya meminta nasihat (pertimbangan) dari ulama atau A#/ al-Halli wa

al-‘Aqdi saja, tetapi scmua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang

2 Munawir Sjadzali, /slam dan Tata Ncgara; Ajaran Scjarah dan Pemikiran, h.167-168
> A. Hasjmy, Di mana Letaknya Ncgara Islam, h.235
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mampu memberikan suatu pendapat yang dinamis.® Menurutnya pemimpin
berkewajiban menerima atau mempertimbangkan masak-masak berbagai
rekomendasi yang sejalan dengan syariah. Bahkan menurut Ibn ‘Atiyyah,
scbagai dinukil oleh al-Qurtubi, musyawarah adalah salah satu kaidah syariat
dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Barangsiapa yang menjabat
kepala negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama

haruslah dipecat.®

6_4 Jindan, Teori Pemerintahan Islam, h. 86-87
% Suyuti Pulungan, Pripsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari
Pandangan al-Qur’an, h. 220



BAB III

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI HUKUM NASIONAL
DALAM SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Tentang Komisi Hukum Nasional
1. Latar Belakang Pembentukan Komisi Hukum Nasional

Krisis berkepanjangan yang menimpa Indonesia pada era 1990-an
yang dimulai dengan krisis ekonomi telah merambah dan berdampak ke
berbagai sektor yakni politik, sosial, budaya, dan terlebih lagi pada sektor
hukum. Masyarakat menilai bahwa hukum baik itu terkait produk,
penerapannya dan penegakannya masih sangat jauh dari yang diharapkan.
Hal ini mengakibatkan masyarakat bersikap tidak menghormati, tidak
mempercayai dan mengabaikan hukum serta lembaga hukum yang ada
sehingga dengan kata lain hukum tidak berwibawa lagi di mata masyarakat."

Ketidakpercayaan masyarakat tersebut juga beralasan, karena sudah
kita ketahui bahwa masih banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas
penyelesaiannya secara hukum dan adanya pengabaian dan pelecehan
terhadap hukum yang sekaligus diakibatkan dan mengakibatkan

ketidakpercayaan terhadap hukum. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada

' KHN, Kilas Balik 6 Tahun Komisi Hukum Nasional. Menguak Misi KHN & Kincijanya, h.1
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masa-masa terakhir ini sudah cukup menunjukkan bahwa hukum dianggap
tidak eksis, baik oleh anggota masyarakat (misalnya dengan tingginya jumlah
aksi main hakim sendiri oleh rakyat terhadap penjahat kelas teri), maupun
oleh lembaga hukum sendiri (yang membiarkan dan adakalanya justru
melakukan pelanggaran hukum).

Akibat yang ditimbulkan dari banyaknya persoalan-persoalan yang
timbul dalam berbagai aspek kehidupan tersebut, timbul keinginan untuk
menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dalam penegakan supremasi
hukum dibutuhkan kemauan yang -kuat untuk mengatasi persoalan-persoalan
yang terkait dengan hukum seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM),
kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan ganguan keamanan.

Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan supremasi hukum
tersebut adalah melakukan perubahan-perubahan, bahkan pembaharuan
terhadap berbagai aspek hukum. Program reformasi hukum dan konstitusi
tidak bisa tidak harus digulirkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota
masyarakat agar terciptanya good govemance® Hal ini dipandang sebagai
konsekuensi logis prinsip negara hukum. Karena negara Indonesia adalah
negara hukum,’ maka reformasi hukum perlu direalisasikan schingga semua

kekuasaan tunduk pada hukum.

? Jimly Asshiddiqgie, Mahkamal Konstitusi dalam Sistem Ketatancgaraan Republik Indonesia,
mimeo, h. 2
3 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen ketiga
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Reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaharuan yang menyeluruh
dan bertahap dalam masa transisi ini, seyogyanya dilakukan terhadap sendi-
sendi sistem hukum yang oleh Lawrence Friedman, memuat tiga komponen
yakni: pertama, komponen struktur yakni pranata hukum yang menopang
sistem hukum, bentuk hukum dan proses serta kinerja mereka. Kedua,
komponen substantif yakni ketentuan hukum itu sendiri, baik yang dibuat
oleh lembaga legislatif maupun administratif, serta ketentuan-ketentuan lain
dan keputusan lain yang mengatur sistem yang ada. Ketiga, komponen
budaya hukum yang merupakan kunci pada pelbagai sistem hukum.*
Pembaharuan ketiga-tiganya harus dilakukan secara bersama-sama, kareng
hanya memperioritaskan yang satu atas lainnya tidak akan tercapai sasaran
yang dituju.

Ketiga komponen sistem hukum tersebut mencakup beberapa elemen
yakni: (a) kegiatan pembuatan hukum (/aw making); (b) kegiatan
pelaksanaan atau penerapan hukum (/aw administrating); (c) kegiatan per-
adilan atas pelanggaran hukum (/aw adjudicating); (d) pemasyarakatan dan
pendidikan hukum (/aw socialization and law education) dalam arti seluas-
luasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (/aw
information management) sebagai kegiatan penunjang.5 Memahami hukum

sccara komprehensif sebagai suatu sistem hukum yang terintegrasi menjadi

* Ni'matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, h. 47
5 Jimly Asshiddigie, Pembangunan Hukum dan Pencgakan Hukum di Indonesia, mimeo, h. 1
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sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum ataupun
pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum juga tidak
boleh terjebak hanya melihat salah satu elemen atau salah satu aspek saja
dari keseluruhan sistem hukum tersebut di atas.

Berbicara masalah reformasi hukum, tentu tidak terlepas dari peran
berbagai pihak termasuk aparatur dan institusi yang bergerak di bidang
hukum. Peran ini tentu saja tidak hanya terletak pada bagaimana sistem
hukum yang ada bisa dibenahi, tapi juga bagaimana sistem hukum yang
diformulasikan dalam bentuk aturan-aturan hukum baik materiil maupun
formal itu ditegakkan secara konsekuen.' Dalam situasi dimana institusi
formal yang bertanggung jawab melakukan reformasi di bidang hukum belum
memberikan perubahan yang berarti.

Dalam rangka upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang
menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia yang
berdasarkan keadilan dan kebenaran tersebut, perlu melakukan pengkajian
masalah-masalah hukum dan penyusunan rencana pembaharuan di bidang
hukum.® Serta dalam rangka memberikan masukan yang obyektif mengenai
pelaksanaan hukum di Indonesia, serta untuk memberikan saran-saran umum

kepada Presiden mengenai usaha menegakkan kembali supremasi hukum.’

® Konsideran Keppres Nomor |5 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional.
? pasal | ayat (1) Keppres R1 Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
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Dalam konteks demikian, maka pada masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid dibentuklah Komisi Hukum Nasional (KHN) yang
dibentuk melalui keputusan Presiden No.15 tahun 2000 tentang Komisi
Hukum Nasional, Komisi Hukum Nasional (KHN) merupakan salah satu
state auxiliary yang dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui
Keputusan Presiden No.l15 tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.
KHN terdiri atas 6 (enam) orang anggota (termasuk seorang ketua dan
seorang sekretaris) dan dilantik oleh Wakil Presiden Rl pada tanggal 24
Februari 2000.® Dibentuknya KHN diharapkan dapat mengubah paradigma
hukum yang telah mapan selama 30 tahun, dengan paradigma baru yang
mengutamakan pembaruan (reformasi) lembaga-lembaga hukum.’

KHN merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab
kepada Presiden.'® KHN dibentuk dengan tujuan mewujudkan sistem hukum
nasional yang bercirikan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia,
berdasarkan keadilan dan kebenaran, serta mengemban dua tugas. Pertama,
memberikan pendapat atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan
hukum yang dibuat atau direncanakan oleh pemerintah dan tentang masaléh-
masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan

nasional. Kedua, membantu Presiden dengan bertindak sebagai panitia

* KHN, Kilas Balik, h.)
* http://bumikupijak.com
Y pasal 1 ayat (2) Keppres RI Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
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pengarah (steering committee) dalam mendesain rencana umum
pembaharvan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum
dan rasa keadilan, dalaﬁ upaya mempercepat penanggulangan. krisis
kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi
tantangan dinamika globalisasi terhadap sistem hukum di Indonssia."" Jadi
dalan hal ini KHN merupakan suatu lembaga yang berfungsi dalam hal

kepenasehatan mengenai pelaksanaan dan pembaharuan hukum di Indonesia.

. Dasar Hukum Komisi Hukum Nasional

Komisi Hukum Nasional (KHN) adalah lembaga negara ekstcrnal
yang institusional, yaitu lembaga yang tidak memiliki hubungan struktural
dengan pemerintahan sehingga harus bersikap dan bertindak independen.
Tujuan sifat independen ini ada dua. Tujuan pertama, yakni untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat pada hukum dan lembaga-lembaga
hukum. Tujuan kedua sifat independen KHN adalah memungkinkannya
berkomunikasi dengan warga masyarakat mengenai aspirasi masyarakat dan
cara-cara mengembalikan- kredibilitas (kepercayaan didasarkan pada bukti
dan nalar) lembaga-lembaga hukum.'?

Landasan yuridis pertama dan utama keberadaan atau eksistensi

Komis Hukum Nasional adalah Keppres nomor 15 tahun 2000 tentang

'' pasal 2 Keppres R1 Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
' http://bumikupijak.com
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Komisi Hukum Nasional. Di dalam Keppres tersebut diatur tentang latar
belakang dibentuk, tugas, tujuan dan seterusnya. Selain Keppres No. 15
tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional sesungguhnya tidak ada produk
hukum lain yang sekiranya dapat digunakan untuk melandasi keberadaannya.

Karena keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan
Presiden (presidential policy) atau beleid Presiden. Jika Presiden hendak
membubarkannya lagi, maka tentu Presiden berwenang untuk itu. Artinya,
keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid presiden.> Maka dalam
hal ini, setiap saat komisi ini bisa saja dibubarkan Presiden tanpa meminta
persetujuan dari lembaga negara manapun termasuk DPR apabila Presiden
menganggap lembaga ini tidak lagi diperlukan.

Selain landasan hukum berupa Keppres, paling tidak ada pengakuan
keberadaan Komisi Hukum Nasional yang termuat dalam UU No. 25 Tahun
2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) disebutkan dalam

pasal 2 BAB III tentang Pembangunan Hukum.

. Tujuan Komisi Hukum Nasional
Ketika reformsi digulirkan yang berhasil menjebol sakralisasi UUD
1945, banyak kalangan yang menyuarakan gagasan untuk memperbaiki

sistem dan mekanisme checks and balances dalam politik dan

" Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, h. 108
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4 Oleh karena itu diperlukan reformasi hukum yang

ketatanegaraan.
mengembalikan hukum pada kedudukan tertingginya (supremasi hukum).

Pembentukan KHN mempunyai tujuan yang jelas yakni untuk
mewujudkan sistem hukum nasional yang bercirikan supremasi hukum dan
hak-hak asasi manusia, berdasarkan keadilan dan kebenaran, serta
mengemban dua tugas. Pertama, memberikan pendapat atas permintaan
Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan
oleh pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan
kepentingan umurn dan kepentingan nasional."®

Kedua, membantu Presiden dengan bertinda}: sebagai panitia
pengarah (steering committee) dalam mendesain rencana umum
pembaharuan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum
dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis
kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi
tantangan dinamika globalisasi terhadap sistem hukum di Indonesia.'® Jadi
dalan hal ini KHN merupakan suatu lembaga yang berfungsi dalam hal

kepenasechatan mengenai pelaksanaan hukum di Indonesia. Hal tersebut

senada dengan penuturan Fajrul Falaakh (anggota KHN) yang menyatakan

4 Mahfud. MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, h. 65
' Pasal 2 Keppres Rl Nomor 15 Takun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
T

1bid.
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bahwa KHN saat ini masih eksis dalam mengawal gerakan reformasi sistem

hukum nasional.!”

B. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Hukum Nasional
1. Kedudukan Komisi Hukum Nasional

Pembahasan masalah kedudukan KHN dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia menjadi sangat penting tatkala KHN akan melaksanakan fungsi,
tugas, dan kewenangannya sebagai lembaga pembantu negara, karena tanpa
kedudukan yang jelas dapat menimbulkan adanya tumpang tindih
kewenangan antar lembaga negara.

Komisi Hukum Nasional sebagai lembaga non struktural yang
bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden nomor 15 tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional,'®

menempatkan KHN pada tingkat ketiga yakni organ konstitusi yang
termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal
dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.
Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan
Presiden (presidential policy) atau beleid presiden. Jika presiden hendak

membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya,

keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid Presiden."”

' http://www .berpolitik.com
"* pasal 1 ayat 2 Keppres RI Nomor |5 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
' Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi, h. 107-108
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Disamping itu, kedudukan KHN yang dibentuk dengan Keppres
menempatkan pada model pertama. Pola hubungan instruktif, koordinatif
maupun kepenasihatan (policy advisory) KHN berada dalam kompetensi
Presiden. Dalam konteks ini tugas KHN bersifat umum. Pertama,
memberikan pendapat atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan
hukum yang dibuat atau direncanakan oleh pemerintah dan tentang masalah-
masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan
nasional. Kedua, membantu Presiden dengan bertindak sebagai panitia
pengarah (steering committee) dalam mendesain rencana umum
pembaharuan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum
dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan Krisis
kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi

tantangan dinamika globalisasi terhadap sistem hukum di Indonesia. 20

. Tugas dan Kewenangan Komisi Hukum Nasional
Komisi Hukum Nasional dibentuk Pemerintah Republik Indonesia
pada tanggal 18 Februari 2000, dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun
2000. sebagaimana diketahui pada pasal 2 Keputusan Presiden No. 15 tahun
2000 tentang Komisi Hukum Nasional memberikan dua tugas (mandat)

kepada Komisi Hukum Nasional yaitu:

¥ KHN, Kilas Balik, h.1



66

a. Memberikan pendapat atas permintaan Presiden tentang berbagai
kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh pemerintah dan
tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan
umum dan kepentingan nasional;

b. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai panitia pengarah dalam
mendesain suatu rencana umum untuk pembaharuan di bidang hukum
yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam
upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum
dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika
globalisasi terhadap sistem hukum di Indonesia. A

Komisi Hukum Nasional sebagai /aw reform agency disamping
memberikan second opinion kepada Presiden terkait kebijaksanaan dan
persoalan hukum nasional, juga melakukan pengkajian di bidang hukum.?
Dalam melaksanakan tuga-tugas tersebut, Komisi Hukum Nasional
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pengkajian masalah-masalah hukum sebagai masukan kepada Presiden
untuk tindak lanjut kebijakan di bidang hukum;

b. Penyusunan tanggapan terhadap masalah-masalah hukum yang
memprihatinkan masyarakat sebagai pendapat kepada Presiden;

c. Penyelenggaraan bantuan kepada Presiden dengan bertindak sebagai
panitia pengarah dalam mendesain suatu rencana pembaharuan di bidang
hukum;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang hukum dari Presiden yang
berkaitan dengan fungsi Komisi Hukum Nasional.”

Untuk lebih memberi makna dalam kinerjanya, maka pada tahun 2004
Komisi Hukum Nasional mempertajam mandat tersebut. Pertama, tugas

memberi pendapat hukum kepada Presiden dapat dilakukan dengan cara

memberikan pendapat hukum kepada para pembantu Presiden, seperti

2 pasal 2 Keppres RI Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
22 Mulyana W Kusumah, Tegaknya Supremasi Hukum dan Demokrasi, h. 42
2 pasal 3 Keppres RI Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
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Kementrian Negara dan lembaga nondepartemen. Kedua, dalam bertindak
sebagai panitia pengarah (steering committce) dalam mendesain rencana
umum untuk pembaharuan di bidang hukum dapat pula dilakukan secara
khusus (tematik, sektora]).“

Dalam melaksanakan fungsi pengkajian masalah-masalah hukum,
kewenangan Komisi Hukum Nasional yakni membantu Presiden dengan
bertindak sebagai panitia pengarah (steering committee) dalam mendesain
rencana pembaharuan di bidang hukum dengan menyusun program dan
rencana kegiatan. Sejalan dengan itu KHN telah memiliki 6 (enam) program
induk tahap pertama dan 3 (tiga) program induk tahap kedua. Adapun.enam
program induk tersebut adalah:

a. Program meningkatkan kemampuan sistem peradilan;

b. Program membangun sistem pemerintahan yang iayak dan reformasi
hukum administrasi;

c. Program meningkatkan peran legislasi DPR;

d. Program pendidikan hukum lanjutan, pengujian dan penegakan disiplin
profesi hukum;

e. Program pengembangan hukum dalam rangka pemulihan ekonomi;

f. Program meningkatkan sistem peradilan terpadu.25

Sedangkan tiga program induk yang masih dirancang adalah:

a. Program anti-diskriminasi, meningkatkan peran perempuan dan
perlindungan terhadap anak (terutama anak jalanan);

b. Program meningkatkan peran organisasi masyarakat madani, terutama
melalui sistem pemilihan umum,;

c. Program meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam rangka
pemberian otonomi.?®

B KHN, Kilas Balik, h.2
2 http://www.hukumonline.com
% Ibid.
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hukum; mereka tidak digaji dan bekerja secara sukarela (kecuali
mendapat uang rapat);

b. Menyelenggarakan dengar pendapat umum (publik) untuk setiap program
induk; peserta tidak saja berasal dari Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga
daerah-daerah di luar Jawa;

c. Menyerahkan penyusunan cetak-biru setiap program induk kepada
masing-masing sub-komisi, yang memberi arahan (sebagai sub steering
committee) kepada sejumlah kelompok kerja (working groups); pada saat
ini telah diidentifikasi 21 (dua puluh satu) kelompok kerja untuk keenam
program induk yang ada;

d. Sctiap “proyek” yang dikerjakan oleh suatu kelompok kerja akan
ditawarkan pada kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan
kalangan perguruan tinggi secara terbuka dan melalui “kerangka kerja :
masukan-luaran “ (terms of reference — TOR);

e. Hasil kelompok kerja merupakan analisa permasalahan yang telah
dibahas dalam suatu lokakarya dengan rekomendasi tentang langkah-
langkah yang harus dilakukan pemerintah; yang terakhir ini dapat berupa
kebijakan-kebijakan pokok yang perlu segera diambil (policy papers),
maupun peraturan perundang-undangan yang telah disiapkan kelompok
kerja; hasil kerja ini dinamakan “buku putih rekomendasi reformasi
hukum” atau buku-putih (white-papers);

f. Buku-putih ini diserahkan kepada Presiden untuk diteruskan ke kabinet
dan dibahas oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Presiden untuk
dilaksanakan sebagai bagian penyusunan kembali fundamental (unsur-
unsur dasar dan pokok) sistem hukum Indonesia.”’

C. Peran Komisi Hukum Nasional dalam Supremasi Hukum di Indonesia
1. Peran Komisi Hukum Nasional Sebagai Panitia Pengarah dalam Penyusunan
Rencana Pembaharuan Pada Bidang Hukum di Indonesia
Kerja keras KHN sebagai panitia pengarah (steering committec)
dalam rangka mendesain atau menyusun suatu rencana pembaharuan telah
dilakukan dengan melakukan pengkajian-pengkajian masalah-masalah di

bidang hukum dengan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi umum yang

2 http://www.berpolitik.com
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bersifat mendasar dan struktural untuk menata dan memperbaiki sistem
hukum di Indonesia.

Rekomendasi-rekomendasi  tersebut mencakup  bidang-bidang
pembangunan hukum yakni: birokrasi pemerintahan (eksekutif), lembaga
legislatif, lembaga peradilan (yudikatif), dan profesi hukum. Sebagai
lembaga yang diharapkan berperan menjadi steering committee dalam
menyiapkan desain pembaharuan hukum nasional, 'maka KHN
berkepentingan untuk mengetahui dan menyajikan peta reformasi hukum
(PRH).”

Dengan mengetahui dan menyajikan peta tersebut, KHN mendorong
semua institusi yang berkepentingan untuk merencanakan dan mengerjakan
program reformasi hukum secara lebih koordinatif, sehingga dapat
melahirkan output yang lebih sinkron dan optimal.

Kegiatan prmbaharuan hukum yang diprogramkan KHN semuanya
dilaksanakan dengan prinsip botffom up yakni dengan melibatkan berbagai
elemen atau potensi di dalam masyarakat melalui program penelitian, dengar
pendapat publik, diskusi punlik, seminar, lokakarya, talkshow di radio/
televisi, konferensi pers, press release, website, penerbitan, diseminasi, dan

lain-lain.*'

3 KHN, Kilas Balik, h.6
3 Ibid,
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Kegiatan-kegiatan tersebut, terutama hasil kajian KHN tentang peta
program reformasi hukum jelas sangat besar manfaatnya bagi kalangan
eksekutif, yudikatif, legislatif, dan kelompok-kelompok masyarakat dalam
memberikan gambaran tentang program pembangunan hukum dalam kondisi
transisi politik dan krisis multi dimensi yang sedang dihadapi bangsa

Indonesia dewasa ini.

. Peran Komisi Hukum Nasional dalam Melaksanakan Pengkajian Masalah-
Masalah Hukum di Indonesia
Tujuan Komisi Hukum Nasional antara lain mewujudkan suatu sistem
hukum yang dapat menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia
berdasarkan keadilan dan kebenaran, dengan melakukan pengkajian masalah-
masalah hukum serta penyusunan rencana pembaharuan di bidang hukum
secara obyektif dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat.32
Kaitanya dengan tujuan KHN tersebut, KHN telah menyumbangkan
saran-saran dengan melakukan pengkajian masalah-masalah hukum, untuk
itu serta guna menjawab berbagai permasalahan yang sedang melanda sistem
hukum di Indonesia yang terdiri atas komponen struktur, substantif dan

komponen kultural (budaya).*?

32 K onsideran Keppres Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional.
% Ni'matul Huda, Lembaga Negara, h. 47
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KHN telah melakukan beberapa kegiatan utama antara lain
pengkajian isu-isu aktual yang telah berkembang di tengah masyarakat,
laporan hasil penelitian, dan rekomendasi program reformasi hukum. Melalui
kegiatan tersebut, KHN mengadakan dan menghasilkan kajian-kajian yang
mencakup beberapa bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk
rekomendasi umum untuk tujuan pembaharuan hukum.

Rekomendasi umum tersebut dibuat lebih bersifat mendasar dan
struktural untuk menata dan memperbaiki sistem hukum di Indonesia, dan
merupakan bagian awal dari upaya KHN untuk mendesain rencana umum
pembaharuan hukum. Walaupun kajian yang dilakpkan ini tidak mencakup
semua isu hukum, namun bidang-bidang hukum yang dikaji setidaknya telah
mewakili bidang-bidang dengan peran yang sangat signifikan untuk
membangun sistem hukum yang berkeadilan.

Upaya pelaksanaan tugas KHN, terutama pada program penelitian,
sejak tahun 2000 sampai pertengahan tahun 2006 (juni 2006) telah
menghasilkan 30 (tiga puluh) rekomendasi bagi pembaharuan hukum.
Rekomendasi-rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tahun 2002, 200.5, dan
2006 yang dikelompokkan dalam sektor birokrasi pemerintah (eksekutif),
legislatif, peradilan (yudikatif), dan profesi hukum. Berikut adalah intisari

(extract) dari ketigapuluh rekomendasi KHN tersebut antara lain:**

¥ KHN, Kilas Balik, h. 6
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a. Rekomendasi sektor eksekutif

1) Meningkatkan peran biro hukum pemerintah;

Tugas dan fungsi biro hukum tidak sebatas fungsi staf - yang bertugas
dan melayani atasannya, namun setidaknya terlibat dalam pembuatan
rancangan  peraturan  perundang-undangan yang  menjadi
wewenangnya.

2) Akses publik ke informasi hukum;

Hak atas informasi hukum bermakna strategis dalam mewujudkan
negara demokratis. Oleh karena itu perlu penguatan akses publik ke
informasi hukum serta jaminan yang lebih tegas dan rinci.

3) Prosedur penyampaian keluhan publik;

Peraturan yang mengatur suatu instansi pelayanan publik harus
dirumuskan dengan memperhatikan standar minimum kualitas
pelayanan umum dan disesuaikan dengan bidang dan fungsi masing-
masing instansi.

4) Optimalisasi peranan hukum dalam restrukturisasi utang perusahaan

swasta;
Perlu upaya mengembalikan proses penyelesaian kredit macet ke
dalam mekanisme yang terdapat di dalam hukum keperdataan
Indonesia agar para pihak menghormati tanggung jawab
keperdataannya.

5) Reforrasi hukum administrasi negara dalam rangka pelayanan
publik;

Agar disusun suatu sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
bertumpu pada seperangkat peraturan.

6) Perlindungan dan penegakan terhadap hak-hak masyarakat adat;
Diaturnya hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah terutama di
daerah-daerah bersangkutan.

7) Mekanisme penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam
mendukung 5pemcnntahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme;’

b. Rekomendasi sektor legislatif

8) Pelayanan riset di bidang legislatif;
Perlu dilakukan secara runtut, menyeluruh dan terintegrasi yang
juga menawarkan parameter yang cukup konkrit untuk digunakan
dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelanggaran ctika
dan disiplin

3 KHN, Kilas Balik, h. 6-16
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10)

11)

12)
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Dengar pendapat umum,;

Sebagai lembaga legislatif, DPR harus menunjukkan sikap kritis
terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Program legislasi nasional 1999-2004;

Penyusunan prolegnas seyogyanya dilakukan oleh lembaga .
independen yang bertugas menjaring masukan dari masyarakat dan
menyusunnya ke dalam sebuah daftar kebutuhan undang-undang.
Reformasi dan reorientasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia;
Penyusunan kurikulum harus dilaksanakan satu paket secara
bersamaan dengan pengkajian dan penyusunan kurikulum program
S2 dan S2 secara utuh.

Implikasi amandemen  konstitusi  terhadap  perencanaan.
pembangunan hukum nasional;

Dirckomendsaikan agar desain pembangunan hukum dirumuskan
melalui sebuah forum yang secara politis independen dan
nonpartisan, serta memiliki kompetensi dan kapasitas untuk
melakukan sinkronisasi berbagai usulan program pembangunan
hukum nasional.*®

c. Rekomendasi sektor peradilan

13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi;

Rekrutmen dan karir hakim;

Selayaknya dilakukan pembaharuan terhadap sistem rekrutmen dan
karir hakim yang berlaku selama ini agar menghasilkan hakim yang
layak dan profesional.

Pembentukan lembaga pengawasan sistem peradilan terpadu;

Akses ke peradilan;

Dipermudahnya akses ke peradilan dalam memproses perkara.
Pengadilan Niaga;

Diadakannya pengadilan niaga.

Penerapan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
pelaksanaan otonomi daerah;

Pembaharuan Kejaksaan (pembentukan standar minimum profesi
Jaksa);

Kajian terhadap Hakim Ad Hok di Pengadilan Niaga,

Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam;
Pembaruan sistem pengawasan Jaksa yang transparan dan
akuntabel;

Pembaruan sistem rekrutmen Jaksa;

3 Ibid.
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25)
26)
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Membangun sistem pendidikan dan pelatihan Hakim;

Pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan Jaksa;

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui instrumen hukum
perdata dalam tindak pidana korupsi;

d. Rekomendasi sektor profesi hukum

27)
28)
29)

30)

Standar disiplin profesi;

Standar pengujian profesi hukum;

Membangun sistem pendidikan profesi hukum untuk advokat di
Indonesia;

Penyusunan mekanisme dan penyelesaian pengaduan atas
pelanggaran kode etik profesi advokat.”’

Secara umum, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh KHN

tersebut masih sejalan dengan agenda reformasi hukum yang diinginkan oleh

masyarakat, sekalipun kemungkinan masih ada beberapa agenda yang juga

luput dari perhatian KHN seperti reformasi peraturan perundang-undangan

dan lainnya. Hasil kajian dalam bentuk rekomendasi tersebut akan sangat

besar sekali artinya bagi perubahan sistem hukum nasional apabila

rekomendasi-rekomendasi tersebut diadopsi dan direalisasikan oleh Presiden

selaku kepala pemerintahan.

3 1bid,



BAB 1V

TINJAUAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
DAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN
KEWENANGAN KOMISI HUKUM NASIONAL

A. Analisis Sistem Ketatanegaraan Indonesia Terhadap Kedudukan dan
Kewenangan Komisi Hukum Nasional dalam Supremasi Hukum di Indonesia
1. Kedudukan Komisi Hukum Nasional

Setelah bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan UUD
1945 yang pertama sampai keempat, mengakibatkan perubahan yang
mendasar pada ketatanegaraan Indonesia terutama dalam pembaharuan
kelembagaan negara.

Terkait dengan reformasi struktur kelembagaan negara, dengan
demikian terdapat beberapa hal yang menjadi ciri baru negara Indonesia yang
ditegaskan pula melalui perubahan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan UUD
1945 pasca amandemen tersebut, maka tidak lagi dikenal pembagian dalam
kelompok lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara,' yang
sebelumnya masih ada klasifikasi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi

negara.

' Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Ncgara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, h. 207
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Selaras dengan itu, banyak muncul lembaga-lembaga negara dalam
bentuk komisi untuk menjawab tuntutan masyarakat. Pembentukan lembaga-
lembaga yang berbentuk komisi ini sangat pesat perkembangannya sepanjang
reformasi. Khusus bidang hukum saja ada empat lembaga yang dibentuk,
yakni Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman Nasional
(KON), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN), dan
Tim Gabungan PemberantasanTindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Dua
lembaga yang masih ada hingga kini yakni KON dan KHN, sedangkan
KPKPN dan TGPTPK telah dibubarkan.”

Pembentukan komisi-komisi itu dilakukan karena keberadaan
lembaga yang ada sebelumnya (pra amandemen) tidak dapat menampung
aspirasi dan kehendak rakyat. Disamping itu banyaknya penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terdahulu seperti
masalah KKN yang mengakar dan sistemik, menyebabkan ketidakpercayaan
mayarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Namun beragamnya komisi
yang terbentuk, disinyalir telah menyebabkan tumpang tindih dalam hal
kewenangan, fungsi, dan peran komisi-komis tersebut. Oleh karena itu ada
sebagian komisi yang dilebur atau dibubarkan, seperti halnya KPKPN dan
TGPTPK yang telah disebutkan di atas. Sedangkan KON dan KHN masih

tetap cksis hingga kini. Hal tersebut menandakan bahwa KON dan KHN

2 Ni'matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasih. 204
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kedudukan dan kewenangannya masih wgen dan berperan dalam
ketatanegaraan Indonesia.

Pembahasan masalah kedudukan KHN dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia menjadi sangat penting tatkala KHN akan melaksanakan fungsi,
tugas, dan kewenangannya sebagai lembaga pembantu negara, karena tanpa
kedudukan yang jelas dapat menimbulkan adanya tumpang tindih
kewenangan antar lembaga negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie ada dua kriteria yang dapat dipakai untuk
menentukan kedudukan suatu lembaga negara, yaitu:®
a. Berdasarkan hirarki (tata aturan perundang-undangan) bentuk sumber

normatif yang menentukan kewenangannya;
b. Berdasarkan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang
dalam sistem kekuasaan negara.

Berdasarkan kriteria pada poin (a) di atas, untuk mengetahui
kedudukan Komisi Hukum Nasional (KHN) dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia, perlu mengkaji aturan hukum yang menjadi dasar
pembentukan KHN. Di dala:n-aiwan-atman hukum (UUD 1945, Undang-
Undang, PP, dst) itulah biasanya kedudukan sebuah institusi dirumuskan.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 11II/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

3 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, h. 105
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Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwasannya tata urutan
perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945; .

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia;
3) Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);

5) Peraturan Pemerintah (PP);

6) Keputusan Presiden;
7) Peraturan Daerah.*

Komisi Hukum Nasional adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden No. 15 tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.
Menurut teori yang telah dikemukakan di bab 2 (dua), maka teori tersebut
menempatkan Komisi Hukum Nasional ini pada tingkat ketiga yakni organ
konstitusi yang sumber kewenangannya murni berasal dari Presiden sebagai
kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari
beleid Presiden (presidential policy).’ Artinya pembentukan, perubahan, dan
pembubarannya tergantung pada kebijakan Presiden. Pengaturan mengenai
organisasi lembaga ini juga cukup dituangkan dalam Peraturan Presiden dan
pengangkatan anggotanya juga hanya dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Mengacu pada hal tersebut, secara obyektif Komisi Hukum Nasional
sangat membutuhkan landasan yuridis yang kuat. Karena Keppres saja
tidaklah cukup kuat dijadikan pijakan sebagai landasan yuridis

keberadaannya di Indonesia. Secara politis kedudukannya sangat rentan

* Tap MPR RI No. [II/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan
% Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi, h. 50
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karena apabila sewaktu-waktu Presiden mencabut atau mengubah Keppres
tersebut, maka eksistensi Komisi Hukum Nasional akan dicabut atau
dibubarkan.

Untuk membedakan kedudukan suatu lembaga dari segi fungsinya,
apakah dikategorikan sebagai lembaga negara utama (main state organs,
principal state organs, atau main state institutions) atau sebagai lembaga
negara bantu (state auxiliary bodies, state auxiliary organs, atau state
auxiliary institutions). Menurut Jimly Asshiddigie untuk memahami
perbeda@ di antara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat
dibedakan dalam tiga ranah (domain) (i) kekuasgan eksekutif atau pelaksana
(administratur, bestuurzorg); (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan;
(iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.

KHN merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab
kepada Presiden,® yang dalam hal ini berfungsi dalam hal kepenasehatan
mengenai pelaksanaan hukum di Indonesia. Dari hal tersebut dapat kita
ketahui bahwa KHN adalah lembaga negara yang berada dalam ranah
eksekutif. Mengacu pada hal tersebut maka KHN kedudukannya adalah
sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary bodies).

Meskipun KHN masuk dalam ranah eksekutif, akan tetapi lembaga ini

dituntut untuk bersikap independen, karena sudah dijclaskan di atas bahwa

% pasal | ayat (2) Keppres RI Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
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KHN adalah lembaga non struktural. Maksudnya adalah lembaga negara
eksternal yang institusional, yaitu lembaga yang tidak memiliki hubungan
struktural dengan pemerintahan, dalam artian tidak termasuk dalam struktur
organisasi kementrian/ departemen. Sehingga dalam hal ini harus bersikap
dan bertindak independen. Namun tidak dapat dikatakan bahwa KHN tidak
mempunyai hubungan dengan pemerintahan. Dalam hal ini hubungan KHN
dengan pemerintahan cukup jelas yakni mempunyai hubungan instruktif,

koordinatif, maupun kepenasihatan.

. Kewenangan Komisi Hukum Nasional
Wewenang Komisi Hukum Nasional secara garis besar tersirat dalam
mandat yang terdapat pada pasal 2 Keppres No. 15 tahun 2000 tentang
Komisi Hukum Nasional. Dalam pasal tersebut berintikan bahwa Komisi
Hukum Nasional (KHN) berwenang untuk memberikan pendapat atau
nasehat dan membantu Presiden dengan bertindak sebagai panitia pengarah
(steering committee) dalam mendesain rencana pembaharuan di bidang
hukum. Pembentukan KHN bertujuan mewujudkan sistem hukum nasional
yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia

berdasarkan keadilan dan kebenaran.”
Menurut penulis, bila dilihat dari wewenang dan tujuannya, jelas

komisi ini mengemban tugas yang sangat berat karena menyangkut masalah

7 Konsideran Keppres RI Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
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bagaimana sistem hukum nasional mampu mengatasi kompleksitas hukum
secara materil dan bagaimana konsep-konsep hukum itu akan diterapkan.

Selain itu Komisi Hukum Nasional diberi tugas untuk memberikan
pendapat atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang
dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah
hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.?

Dalam pasal tersebut terdapat kata “memberikan pendapat atas
permintaan Presiden”. Kalau kita cermati maka dalam hal ini efektifitas
KHN akan sangat ditentukan pada seberapa jauh Presiden benar-benar
menerima dan menjalankan pendapat dan saran yang diberikan KHN.
Sebaliknya KHN tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Presiden agar
menjalankan setiap rekomendasi yang diberikan, karena lembaga ini hanya
berwenang memberi saran dan pendapat.

Jadi eksistensi Komisi Hukum Nasiona! dalam supremasi hukum di
Indonesia sangatlah urgen. Karena KHN merupakan satu-satunya lembaga
negara bantu yang berwenang membantu Presiden dengan bertindak sebagai
panitia pengarah (steering committee) dalam mendesain suatu rencana umum
untuk pembaharuan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara

hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis

¥ Pasal 2 poin (a) Keppres Rl Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
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kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi

tantangan dinamika globalisasi terhadap sistem hukum di Indonesia.

B. Analisis Figh Siyasah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Komisi Hukum
Nasional

Dalam ajaran Jslam, kita diperintahkan agar selalu bermusyawarah dalam
setiap persoalan-persoalan kaum muslimin, lebih-lebih persoalan tersebut
menyangkut persoalan umat yang membutuhkan penanganan serius. Hal ini
merujuk pada perintah Allah dalam surat Ali ‘Imran ayat 159 dan surat asy-
Syura ayat 38.

Dalam ayat tersebut kita mendapati bahwa musyawarah dianjurkan
kepada seluruh orang. Maka dari itu lebih-lebih seorang Kepala Negara
(pemimpin) sangat dianjurkan dan diwajibkan untuk bermusyawarah dalam
sctiap kebijakannya. Bahkan menurut Ibn ‘Atiyyah, sebagai dinukil oleh al-
Qurtibi, musyawarah adalah salah satu kaidah syariat dan ketentuan hukum
yang harus ditegakkan. Barangsiapa yang menjabat kepala negara, tetapi tidak
mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah dipecat.9

Dari pendapat yang dikemukakan Ibn ‘Atiyyah tersebut mengindikasikan
bahwa seorang pemimpin seyogyanya selalu bermusyawarah dengan orang yang

ahli dalam bidang yang dipcrmasalahkan tersebut, karena apabila bukan ahlinya

Y Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemcrintahan dalam Piagam Madinah Ditinjav dari
Pandangan al-Qur'an, h. 220
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maka kemungkinan besar pendapat yang diberikan kepada pemimpin itu jauh
menyimpang dari pokok permasalahan dan bahkan malah menyesatkan.

Merujuk pada perintah Allah dalam surat di atas serta pendapat tersebut,
maka secara implisit mengamanatkan adanya lembaga penaschat yang berfungsi
untuk menasehati pemimpin sebagaimana yang dianjurkan dalam surah al-‘Asr
ayat 3:

94‘.1’/:/:”‘.1’/:/ e 44."z.,’z’ "lg
@;@JL’: |}p|})_,q>u.":: ‘}P!_}{)W‘ ‘}L}.GJ ‘_,.uh-. d,,\j‘ Y’!
Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan

serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran
(Q.S, al-*Asr: 3).'°

Juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad sebagai
berikut

ot 1y U A 18520 Ty 85350 (o ¢ U0 0 2 0 3
Sl 20 Y (i Vsl T V00 Yy i ) (Tl

Artinya: sesungguhnya Allah rela atas kamu dalam tiga perkara:
Hendaknya kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan
sesuatu, hendaklah kamu sekalian berpegang teguh dengan tali (agama) Allah
dan jangan berpecah belah, dan hendaklah kamu sekalian saling menaschati
dengan orang yang diangkat Allah untuk memegang perkaramu (pemimpin).

Dengan memperhatikan dalil-dalil dan pendapat-pendapat di atas, serta
ketentuan dalam Keppres nomor 15 tahun 2000 tentang Komisi Hukum
Nasional. Pada dasarnya Komisi Hukum Nasional yang dibentuk di Indonesia

tidak bertentangan dengan figh siyasah karena sccara umum memiliki tujuan

' Depag RI, A/ Qur’an dan Terjemahannya, h. 913
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yang sama yaitu prinsip musyawarah dan saling menasehati untuk kemaslahatan
rakyat.

Dalam kajian figh siyasah, para pakar mengemukakan bahwa lembaga
yang mengemban fungsi kepenaschatan dikenal dengan Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi
sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu al-A’la al-Maududi yang mengatakan
bahwa Ah/ al-Halli wa al-‘Agdi merupakan lembaga yang berdasarkan
terminologi disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa atau
penasihat.”

Secara umum salah satu fungsi Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi adalah
mempunyai wewenang dalam memberikan masukan (nasehat) terhadap
pemimpin dan juga mempunyai wewenang dalam mengarahkan kehidupan
masyarakat kepada yang maslahat.'> Dalam melaksanakan wewenang tersebut,
mereka (Ahl al-Halli wa al-‘Agdi) selalu bermusyawarah baik itu dengan para
anggotanya maupun dengan para pakar yang membidangi suatu masalah terterntu
sebelum direkomendasikan kepada pemimpin (kepala negara).

Komisi Hukum Nasional merupakan lembaga negara yang mempunyai
fungsi k;:penasehatan yakni memberikan pendapat (naschat) atas permintaan
Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh

pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan

"' Abu A'la al-Maududi, Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, h.245
'2 A. Djazuli, Figih Siyasak, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'at,
h. 76
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kepentingan umum dan kepentingan nasional; serta membantu Presiden dengan
bertindak sebagai panitia pengarah (sfeering committeec) dalam mendesain suatu
rencana umum untuk pembaharuan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita
negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan
krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam
menghadapi tantangan dinamika globalisasi terhadap sistem hukum di
Indonesia."

Dengan demikian, menurut penulis apabila melihat posisi dan
kewenangan yang dijalankan oleh Komisi Hukum Nasional sarat dengan fungsi
kepenasehatan yang dijalankan oleh Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi dalam
ketatanegaraan Islam. Dengan kata lain Komisi Hukum Nasional mengambil
prinsip-prinsip lembaga kepenasehatan (AA/ al-Halli wa al-°‘Aqdi) dalam Islam.

Secara posisi kelembagaan, Komisi Hukum Nasional sebagai lembaga
kepenasehatan negara yang independen, memiliki kesamaan dengan Ah/ al-Halli
wa al-‘Aqdi yaitu sebagai lembaga syura yang juga independen. Hanya bedanya
Komisi Hukum Nasional ini berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, sedangkan
Abhl al-Halli wa al-‘Aqdi sebagai lembaga negara yang mandiri yang terpisah dari
kekuasaan eksekutif.

Jika mengacu pada sejarah, pembentukan lembaga Ah/ al-Halli wa al-

‘Agdi secara formal, untuk pertama kali dilakukan olch pcmcrintahan Bani

1 pasal 2 Keppres Rl Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
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Umaiyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk majelis ini
yang beranggotakan pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat.'?
Dari hal tersebut maka ada kesamaan dengan Komisi Hukum Nasional, yakni
sama-sama dibent uk oleh pemimpin (penguasa).

Dalam keefektifan nasihat yang diberikan kepada pemimpin, Komisi
Hukum Nasional dan Ah/ al-Halli wa al-‘Aqdi tergantung pada pemimpin
tersebut menerima (malaksanakan) tidaknya. Karena dalam hal ini ada sebagian
pendapat ulama’ yang berpendapat bahwa pemimpin bisa meminta pertimbangan
atau nasihat, tetapi imam (pemirhpin) tidak diwajibkan mengikuti atau tunduk
terhadap nasihat yang dihasilkan."” Namun dari itu semua perlu digarisbawahi
bahwa kedudukan dan kewenangan KHN tidaklah sama persis dengan A#h/ al-
Halli wa al-‘Aqdi.

Singkatnya, pembentukan Komisi Hukum Nasional di Indonesia yang
mempunyai fungsi kepenasihatan (policy advisory), sesuai dan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip kepenasehatan dalam figh siyasah yaitu
prinsip syura (konsultasi/ musyawarah) untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat
seperti fungsi yang dimiliki oleh AhA/ al-Halli wa al-‘Aqdi dalam ketatanegaraan

Islam.

¥ Muhammad Iqbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islamh. 142
5 Mumtas Ahmad, State, Politics, and Islam, Diterjemhkan Oleh Ena Hadi dengan Judul
Masalah-Masalah Teori Politik Islam, h. 105
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya,

dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas

permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai

berikut:

1.

Bahwasannya kedudukan Komisi Hukum Nasional yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 tahun 2000 tentang Komisi Hukum
Nasional adalah sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary bodies, state
auxiliary organs, atau state auxiliary institutions) yang sumber
kewenangannya murni berasal dari Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Sedangkan kewenangan dan eksistensi Komisi Hukum Nasional dalam
supremasi hukum di Indonesia sangatlah urgen bagi reformasi hukum.

Dibentuknya Komisi Hukum Nasional sebagai lembaga negara bantu yang
mempunyai fungsi kepenasihatan (policy advisory), sesuai dan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip kepenasehatan dalam figh siyasah yaitu
prinsip syura (konsultasi/ musyawarah) untuk mewujudkan kemaslahatan
rakyat seperti fungsi yang dimiliki oleh AA/ al-Halli wa al-‘Aqdi dalam

ketatanegaraan Islam.
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B. Saran

Dari penelitian dan kajian yang telah penulis lakukan tentang kedudukan

dan kewenangan Komisi Hukum Nasional, maka ada beberapa saran yang ingin

penulis sampaikan yaitu:

1.

Eksistensi Komisi Hukum Nasional perlu segera dilakukan pembenahan
mengenai landasan yﬁridisnya. Keppres saja tidaklah cukup untuk dijadikan
landasan, karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh Presiden karena dasar
hukum pembent ukannya masih lemah.

KHN tidak akan membeﬁkan dampak yang signifikan terhadap reformasi di
bidang hukum tanpa adanya back up dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Oleh karena itu, KHN memerlukan dukungan dari ketiga lembaga yang
berkuasa tersebut untuk memback up terhadap pelakasanaan tugas dan

rekomendasi yang telah dihasilkan.
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